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Abstrak

Perkawinan di masyarakat muslim diatur oleh hukum agama
dan hukum negara. Sebagian masyarakat muslim melaksanakan
perkawinan berdasarkan hukum agama semata, tanpa mengikuti
ketentuan hukum negara. Otoritas dalam hukum perkawinan agama
berada di tangan kyai, sedangkan otoritas dalam hukum perkawinan
negara berada di tangan penghulu. Kyai memiliki wewenang
menjalankan perkawinan menurut ketentuan hukum agama,
sedangkan penghulu memiliki wewenang menjalankan perkawinan
menurut ketentuan hukum negara. Hukum agama menjadi alternatif
bagi sebagian masyarakat muslim yang terkendala mencatatkan
perkawiannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang
tidak dicatatkan akan menimbulkan masalah hukum dan tidak diakui
oleh negara.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan; pertama: apa saja bentuk
nikah sirri yang terjadi di masyarakat Pekoren? kedua, sejauhmana
pergeseran peran dan motif aktor kawin sirri di masyarakat Pekoren?
ketiga, mengapa masyarakat Pekoren menunjukkan perubahanan
sikap hukum terhadap pencatatan perkawinan? Untuk menjelaskan
praktek kawin sirri, penulis menggunakan teori otoritas hukum Khaled
Abu el-Fadel yang membedakan antara pemegang otoritas (authority
in being) dan pemangku otoritas (authority on being) untuk
menjelaskan otoritas kyai dan penghulu dalam praktek perkawinan.
Peneliti juga menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan teori
voluntery Talcott Parson untuk menjelaskan peran aktor yang terlibat
dalam kawin sirri. Penelitian ini mengggunakan pendekatan sosio-
legal dengan menjadikan hukum perkawinan sebagai fokusnya dengan
mengambil kasus praktek kawin sirri di Masyarakat Pekoren.
Penggalian data penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan
sejumlah informan, observasi secara langsung di lokasi penelitian dan
melalui dokumentasi

Penelitian ini menyimpulkan: pertama, terdapat tiga bentuk
praktek kawin sirri yang terjadi di masyarakat Pekoren; sepasang
mempelai yang kurang usia, sepasang mempelai janda duda yang telah
lanjut usia dan sepasang mempelai yang berasal dari luar wilayah
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Rembang, Pasuruan. Dalam praktek kawin sirri, kyai bertindak
sebagai akid nikah berdasarkan pertimbangan rasional dan nilai agama
yang dianut oleh masyarakat Pekoren. Kedua, para aktor yang terlibat
dalam praktek kawin sirri adalah calon kedua mempelai, wali, saksi,
dan pengarep atau makelar. Kyai bertindak sebagai akid nikah atas
permintaan pihak kedua mempelai dengan motif teologis agar
keduanya terhindar dari perbuatan zina. Sedangkan makelar berperan
mencarikan calon istri sirri, mengatur proses pelaksanaan akad nikah
sirri dan sekaligus mencarikan kyai atau ustadz yang mengakadkan
nikah. Translaksi untuk menentukan terlaksanya praktek kawin sirri
tergantung negoisasi antara calon suami dengan pihak makelar.
Ketiga, perubahan sikap masyarakat Pekoren terhadap pencatatan
perkawinan disebabkan oleh tiga hal. Pertama, larangan praktek
kawin sirri dari pemerintah desa dengan didukung sanksi bagi pelaku
kawin sirri. Kedua, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
Pekoren terhadap pencatatan perkawinan. Masyarakat menilai positif
pencatatan perkawinan dan prilaku hukum masyakat Pekoren memilih
menikah melalui penghulu KUA bukan menikah melalui kyai. Ketiga,
melemahnya kyai sebagai pemangku otoritas hukum agama. Peran
kyai sebagai akid nikah telah tergeser ke penghulu KUA. Masyarakat
Pekoren memilih nikah resmi dan meminta penghulu yang menjadi
akid nikah dengan pertimbangan dampak negatif perkawinan yang
tidak dicatatkan di KUA. Hal ini menunjukkan menguatnya hukum
negara dan melemahnya hukum agama di masyarakat Pekoren.

Kata Kunci: Otoritas Hukum, Kyai, Penghulu, Kawin Sirri,
Masyarakat Muslim
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Abstract

For Muslims, marriage should follow both Islamic law and
state law. Some of them, however, take Islamic law but leave the state
law behind. While kyai holds the authority of Islamic law and assures
that all religious marriage requirements are in existence, penghulu — a
religion ministry representative to witness and record a marriage — has
the one of the state’s matters. When a couple finds it impossible to
register their marriage with the state law — represented by local
Religion Affairs Office (KUA), they go to religious law for solution
despite the potential legal problems in the future because of the
absence of the certificate.

This study aims to elucidate the followings: first, what types
of unregistered marriage are there in Pekoren society? Second, to what
extent is the shift of role and motif from unregistered-marriage doers
in Pekoren society? Third, why does Pekoren society move away from
registering their marriage? To explicate this unusual practice, a law
authority theory of Khaled Abu el-Fadel, which distinguishes the
authority in being from the authority on being to describe the authority
of kyai and penghulu, was employed. Social action theory of Max
Weber and voluntary theory of Talcott Parson were also used to
describe the role of actors involved in such marriage. Applying socio-
legal approach, this research focused on marriage law and took cases
of unregistered marriage practiced by Pekoren people. Data were
collected through interviews with a number of informants, direct on-
site observation and documentation.

The study drew some points. First, there are three types of
unregistered marriage practiced by Pekoren people: underage couples,
elderly widow-widower couples, and out-of-Rembang couples. Under
the religious values they believe and the rational considerations, the
Kyai serves as the akid during the wedding ceremony. Second, the
people, who involved in the ceremony, are the bride, the groom, the
custodian, the witnesses, and the matchmaker. Upon the couple’s
request and theological motif, kyai serving as the akid is meant to be
spared the adulterous sin. The matchmaker is responsible for the bride-
to-be availability, the wedding ceremony arrangement, and the kyai or

XV



ustadz readiness. The negotiation between the groom-to-be and the
matchmaker determines whether or not the process should go on.
Three, there are three underlying reasons behind the shift of
Pekorenians’ perception of registering marriage. First, the local
government’s unregistered-marriage prohibition and its punishment.
Second, the society’s better awareness on registration. They perceive
marriage registration to be positive, and prefer KUA penghulu to kyai.
Third, the weakening role of kyai in the religious law on-being
authority. The role of kyai in this respect has increasingly been
replaced by KUA penghulu because of the possible negative impacts
of unregistered marriage. It shows that the perception of state law is in
increase but a decrease in religious law.

Keywords: Legal Authority, Kyai, Penghulu, Unregistered
Marriages, Muslim Community.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

T:;léf Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif d“ar:;)d;:;kan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
= Ta’ s Te
< Tha’ Th te dan ha
z Jim J Je
ha (dengan titik di
< Ha H ( bag\]/vah)
z Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Dhal Dh de dan ha
D) Ra’ R Er
J Zai y’ Zet
o Sin S Es
o Shin Sh es dan ha
- Sad S es (dengan titik di
bawah)
a Dad D de (dengan titik di
bawah)
L Ta’ T te (dengan titik di
bawah)
A 72 z zet (dengan titik di
bawah)
& ‘Ain y koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
= Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
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(3

N Mim M em
O Nun N ‘en
5 Wawu w We
° Ha’ H Ha
3 Hamzah ‘ Apostrof
s Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap
UCER Ditulis muta’aqqidin
bac Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
4 Ditulis Hibah
ZEREN Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang
sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat,
dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h.

REPMERE'S Ditulis karamah al-auliya’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah,
dan dammah ditulis t.

kil 38 Ditulis zakatul fitri

D. Vocal Pendek

Fathah A
Kasrah |
Dammah U
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E. Vocal Panjang

fathah + alif i
dlala ditulis hilivvah
fathah + ya’ mati ditulis ! ayy
JpE e ditulis .
kasrah + ya’ mati ditulis Y :
@S ditulis Karim
dammah + wawu ditulis 5
n.natl. ditulis furid
w8
F. Vocal Rangkap
f: +ya’ i . i
athah ?/a mati ditulis _ Al
Y N 4 bainakum
ditulis
fathah + wawu d & au
) ditulis
mati NA gaulukum
. ditulis
Js

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
dipisahkan dengan Apostrof

i ditulis a’antum
Caae ditulis u'idat
S Al ditulis la’in shakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf gamariyah

Ol ditulis al-Qur’an
ol ditulis al-Qiyas

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

w2 Al (59 Ditulis zaw1 al-furtid
Al Jal ditulis ahl al-sunnah
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memberikan kemanfaatan bagi banyak kalangan, khususnya civitas
akademika yang meminati kajian-kajian pemikiran hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Juli 2024

Penulis,

M. Harir Muzakki
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan negara di tengah masyarakat muslim
Indonesia dalam pelaksanaannya berada di Kantor Urusan Agama
(KUA), sedangkan hukum perkawinan agama di masyarakat muslim
berada di tangan ulama atau kiai. KUA menjadi satu-satunya institusi
negara yang berwenang mengurus masalah perkawinan umat Islam
yang pelaksanaannya ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
atau disebut dengan penghulu.® Sementara kiai dipandang sebagai
pihak yang berwenang melaksanakan prosesi perkawinan dalam
hukum agama.? Keduanya, baik penghulu maupun kiai, memiliki
otoritas dalam hukum perkawinan yang diakui oleh masyarakat.
Kehadiran dan keterlibatan keduanya dalam suatu prosesi akad nikah
dapat menjustifikasi keabsahan suatu perkawinan. Adapun sumber
otoritas penghulu berasal dari negara berdasarkan aturan legal formal,
sementara sumber otoritas ulama atau Kkiai bersumber dari agama.
Penghulu bekerja di bawah institusi negara dengan berpedoman pada

! Penghulu merupakan kedudukan di pemerintahan ditinjau dari agama
Islam. Saat ini, penghulu menjadi pegawai sipil yang berkedudukan sebagai pencatat
nikah. Penghulu diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan haknya oleh Menteri
Agama atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku mengawasi perkawinan menurut Islam dan kegiatan Penghuluan (PMA No.
30 Tahun 2005). Jabatan Penghulu dilimpahkan ke Kantor Urusan Agama atau KUA
Kecamatan di hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mahyuni Mahyuni, Alfianoor Alfianoor, and Bachruddin Ali Akhmad, “The
Resistance to the Authority of the Penghulu in Islamic Marriage,” International
Journal of Social Science Research and Review 6, no. 4 (2023): 1-7.

2 Ulama menjadi institusi non formal dalam urusan agama di masyarakat
termasuk masalah perkawinan. Menurut Machasin, fungsi ulama sebagai institusi
agama berarti bahwa setiap aktivitas keagamaan harus dilaksanakan sesuai petunjuk
dan kepemimpinan, serta dengan izinnya. Machasin Machasin, “Struggle for
Authority, Between Formal Religious Institution and Informal-Local Leaders,” in
Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century
Indonesian Islam, ed. Azyumardi Azra, Kees Van Dijk, and Nico JG Kaptein
(Leiden: ISEAS Publishing, 2010), 116.



perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kiai bertindak di bawah
institusi agama berdasarkan ketentuan hukum agama.®

Terdapat beberapa istilah yang berkembang tentang praktik
perkawinan di masyarakat muslim, yakni pertama kawin negara,
kawin penghulu, kawin resmi, dan kedua kawin agama, kawin Kiai,
kawin siri, kawin di bawah tangan. Kawin negara dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan aturan turunannya. Sedangkan
kawin agama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam
sebagaimana dirumuskan oleh ulama fikih. Sebagian masyarakat
muslim melangsungkan perkawinan dengan menghadirkan dan
melibatkan dua pihak pemegang dan pemangku otoritas dalam hukum
perkawinan. Pihak negara yang diwakili oleh Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) atau penghulu dan menghadirkan, serta melibatkan secara
bersamaan pihak agama, yakni kiai. Bagi masyarakat yang tidak bisa
mencatatkan perkawinannya di KUA, mereka menjadikan kiai sebagai
alternatif dalam melangsungkan prosesi akad pernikahan.

Ketentuan perkawinan dalam hukum negara dan hukum
agama sebenarnya tidak saling bertentangan. Ketentuan perkawinan
dalam hukum negara bisa dikatakan melengkapi ketentuan
perkawinan dalam hukum agama, misalnya dalam masalah pencatatan
perkawinan.* Hukum perkawinan yang hidup di masyarakat muslim
berasal dari hukum agama yang telah berlaku sejak zaman sebelum
terbentuknya NKRI. Hukum perkawinan yang bersumber dari kitab-
kitab fikih mazhab empat telah lama dipraktikkan dan menjadi hukum
yang hidup di tengah masyarakat muslim Indonesia.® Seiring dengan
perjalanan sejarah, hukum Islam dalam hal perkawinan telah menjadi
norma sosial. Sedangkan tradisi pelaksanaan perkawinan terkait erat

¥ Wawancara dengan modin Pekoren pada tanggal 11 Juli 2021.

4 Wahbah al-Zuhaili, Figh al-Islam wa Adillatuh, 3rd ed., vol. 7 (Beirut:
Dar al-Fikr, 1989); Irwan Masdugqi, “Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan
Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta,” Musawa Jurnal Studi Gender dan
Islam 12, no. 2 (2013): 187-200; Maufur Juhri, Brokered Marriage: A Case Study
on Informal Marriage (Nikah Sirri) in East Java, Indonesia (LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2011).

5 Mahyuni, Alfianoor, and Akhmad, “The Resistance to the Authority of the
Penghulu in Islamic Marriage.”



dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat muslim. Adapun
penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan
beberapa perkara bagi umat Islam tidak seragam. Para hakim, selain
berpedoman pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam
menyelesaikan perkara, menggunakan rujukan dari beberapa kitab
fikih untuk menyelesaikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan
Agama.®

Persoalan yang sangat urgen dalam perkawinan termasuk
masalah legalitas perkawinan. UU Perkawinan mengatur masalah
legalitas perkawinan dalam Pasal 2, namun ketentuan legalitas ini
tampak bersifat ambigu karena menimbulkan multitafsir. Para ahli
hukum berbeda pendapat apakah ayat (1) dan (2) dipahami sebagai
satu kesatuan atau berdiri sendiri. Sebagian pakar hukum memahami
bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) bersifat satu kesatuan (kumulatif). Ini
berarti bahwa pencatatan perkawinan pada ayat (2) merupakan syarat
sahnya suatu perkawinan. Sementara ahli hukum yang lain memahami
bahwa ayat (1) dan (2) berdiri sendiri. Ini berarti bahwa perkawinan
dipandang sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan dan
kepercayaan masing-masing pihak sehingga pencatatan perkawinan
tidak menentukan sahnya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan
hanya terkait dengan masalah administrasi negara,” sebagaimana
pencatatan kelahiran dan kematian untuk kepentingan data
kependudukan. Perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN disebut
dengan kawin siri, kawin di bawah tangan, kawin kiai, kawin modin,
atau kawin syar’i.> Beberapa istilah tersebut menunjukkan suatu
perkawinan yang tidak dicatat oleh KUA. Perkawinan semacam ini
juga disebut dengan nikah ‘urfi, yakni perkawinan yang dilaksanakan

® Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum
Islam di Indonesia,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5, no.
1 (July 3, 2018): 73-92, https://doi.org/10.24252/al-gadau.v5i1.5665.

" Menurut Rofig, pencatatan perkawinan menjadi bukti administrasi
perkawinan sehingga suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum. Ahmad Rofiq,
Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001),
4.

8 Mukhlisin  Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil
('YYogayakarta: Pustaka Dinamika, 2002), 110.



berdasarkan kebiasaan masyarakat yang dilangsungkan oleh tokoh
agama sekitar.’

Persoalan perkawinan, talak dan rujuk sejak masa awal
kemerdekaan telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946. Pada masa
sebelumnya, pemerintah kolonial melibatkan tokoh agama, ulama atau
kiai dalam mengurusi perkawinan. Mereka disebut dengan penghulu
yang oleh pemerintah Belanda diberi wewenang menyelenggarakan
prosesi akad perkawinan. Penghulu menjadi julukan untuk ulama/kiai
yang berafiliasi dengan pemerintah, atau pada masa sebelumnya
berafiliasi dengan kerajaan yang menjadi rujukan dalam masalah-
masalah hukum agama.*® Pada masa kolonial, penghulu diangkat oleh
pemerintah Belanda yang bertugas di pemerintahan desa-desa.
Penghulu merupakan kiai lokal yang bertugas di bidang kehakiman
terkait penerapan syari’at Islam. Dinamika peran Kkiai sebagai
penghulu pada masa berikutnya, ketika masa Gubernur Jenderal
Daendels, ditarik dari pemerintahan desa dan ditempatkan di setiap
kabupaten yang bertugas di lingkungan Pengadilan Negeri (lansdraat)
yang dibuat oleh pemerintah.!

Negara menetapkan wewenang pelaksana perkawinan berada
di Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Bimbingan Masyarakat
Islam Kementerian Agama Islam berdasarkan PP. No. 9 Tahun 1975.
KUA menjadi instansi pemerintah yang memiliki wewenang
mengawasi dan menyelenggarakan proses perkawinan bagi umat
Islam. KUA bertugas mencatat perkawinan dan menerima
pemberitahuan perkawinan, talak dan rujuk.. Pegawai KUA yang
bertugas mencatat perkawinan disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

® Yang dimaksud dengan al-zawwaj al- ‘urfi adalah pernikahan yang tidak
tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 33-34.

10 Ulama pada masa kerajaan Islam di Nusantara ikut berperan menobatkan
para pangeran, mengajar, serta memimpin upacara keagamaan, menjalankan hukum
Islam terutama di bidang perkawinan, perceraian, serta warisan. Pradjarta
Dirdjosanjoto, Memelihara Umat: Kiai Pesantren, Kiai Langgar di Jawa, Cet. 1
(Yogyakarta: LKiS, 1999), 35.

1 Ibnu Qoyim Ismail, kiai dan Penghulu Jawa: Pemikiran dan Perjuangan
Masa Kolonial (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 65-66.



atau disebut dengan penghulu. Kementerian Agama melalui Kepala
Kantor Kemenag Provinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang
berhak mengangkat atau memberhentikan PPN atau wakilnya,
menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah menerima
usulan dari Kepala Bimas Islam.*> PPN dalam menjalankan tugasnya
dibantu oleh P3N (Pembantu Petugas Pencatat Nikah). P3N bertugas
membantu pelayanan nikah dan rujuk, dan melakukan pembinaan
kehidupan beragama Islam di desa. Peran P3N sebagai pembantu PPN
telah dicabut sejak 2009 berdasarkan Instruksi Direktorat Jenderal
Bimas Islam DJ.11/113/2009.

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.’® Ketentuan pencatatan perkawinan merupakan norma yang
mengandung legalitas sebagai suatu bentuk perkawinan yang formal.
Pencatatan perkawinan menjadi rangkaian dan bagian yang tak
terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan, yakni menentukan
keabsahan suatu perkawinan sebagai perbuatan hukum.* Perkawinan
yang tidak dicatatkan dapat menyebabkan kerugian sepasang suami
istri karena tidak mendapatkan bukti otentik bahwa keduanya telah
melangsungkan perkawinan.*® Secara yuridis, suatu perkawinan yang
tidak dicatat, maka tidak memiliki kekuatan hukum dan pelakunya
tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara, bahkan
perkawinan semacam ini dianggap tidak pernah ada. Negara tidak bisa
memberi perlindungan hukum terhadap status perkawinan, hak-hak

12 ppN diangkat secara langsung dan digaji oleh negara yang berkedudukan
di setiap KUA Kecamatan. Wasman, Wardah Nuroniyah, dan Adang Djumhur
Salikin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Figih dan Hukum
Positif, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 59.

13 YU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).

1% Wasman, Nuroniyah, dan Salikin, Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia, 6.

1 Dyah Ochtorina Susanti, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif
Utilities),” Rechtidee 11, no. 2 (2016): 74. Realisasi pencatatan perkawinan
melahirkan akte nikah yang salinannya dimiliki oleh masing-masing suami dan istri.
Suami atau istri dapat menggunakan akta nikah untuk mendapatkan haknya, jika
salah satu pihak ada yang dirugikan akibat ikatan perkawinan.



suami, istri dan anak, serta harta bersama akibat perkawinan yang
tidak tercatat di KUA.

Berbeda dengan ketentuan hukum negara, dalam hukum Islam
pencatatan perkawinan tidak menjadi bukti sah terselenggaranya suatu
perkawinan. Dalam fikih, akad perkawinan cukup disaksikan oleh dua
orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang
perempuan. Sebagian masyarakat muslim masih berpegang pada
ketentuan hukum agama dan memandang bahwa suatu perkawinan
dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum agama.'®
Hukum agama tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan dan juga
kehadiran dari pihak negara atau PPN. Pencatatan perkawinan hanya
persoalan administrasi negara dan menjadi hak warga Negara, serta
tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tentang
keabsahan perkawinan, Eva F. Nisa membedakan validitas nikah dan
legalitas nikah. Menurutnya, upacara perkawinan yang dipimpin oleh
tokoh agama, ulama atau kiai adalah sah secara hukum agama (valid),
sedangkan perkawinan yang diselenggarakan oleh PPN adalah sah
secara hukum negara (legal).*’

Persoalan perkawinan bukan hanya masalah sah dan tidaknya
menurut hukum negara dan hukum agama, namun bagaimana para
aktor perkawinan terlibat dalam proses akad nikah dan pijakan dasar
hukumnya. Hukum Islam telah hidup lama di tengah masyarakat
muslim dan upacara perkawinan telah menjadi bagian dari adat
masyarakat muslim. Nawawi mengelompokkan hukum Islam yang
dipegangi masyarakat menjadi dua. Pertama, hukum Islam yang

16 Masyarakat muslim berbeda dalam menyikapi keabsahan hukum
perkawinan yang tidak dicatatkan. Perbedaan ini muncul dari pertanyaan apakah
pencatatan ini sebagai syarat yang menentukan sahnya pernikahan, atau hanya
sebagai syarat administrasi. Menurut Atho’ Mudzhar, pencatatan perkawian harus
dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan perkawinan dan pencatatan
perkawinan lebih maslahat terutama bagi istri dan anak-anak. M. Atho' Mudzhar,
Membaca Gelombang ljtihad, antara Tradisi dan Liberasi (Jakarta: Titian Ilahi Pres,
1998), 116.

17 Eva F. Nisa, “The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia,”
Journal of Law and Religion 33, no. 2 (2018): 8 Nisa menegaskan bahwa siri
marriages are often valid if officiated by an ‘alim, but they are only legal once they
are registered—at which point they cease to be siri (secret).



berlaku secara yuridis formal, artinya telah dikodifikasi dalam struktur
hukum nasional. Kedua, hukum Islam yang berlaku secara normatif,
yakni hukum Islam yang diyakini memiliki sanksi atau padanan
hukum bagi masyarakat muslim untuk dilaksanakan.*® Dua kategori
hukum Islam tersebut merupakan hukum yang masih hidup di
masyarakat muslim Indonesia. Dalam kenyataannya, umat Islam bisa
menggunakan dan memilih dari dua jenis hukum perkawinan yang
bersifat yuridis dan normatif.

Prosesi akad perkawinan yang berlaku di sebagian masyarakat
muslim tidak mengikuti ketentuan hukum negara dengan
menghadirkan penghulu KUA untuk menyaksikan dan mencatat suatu
perkawinan ketika akad nikah. Sebagian masyarakat muslim
melaksanakan prosesi akad nikah berdasarkan hukum agama dan
mereka enggan mencatatkan perkawinan di KUA karena memerlukan
biaya yang banyak dan rumitnya persyaratan yang ditetapkan.®®
Masyarakat menjadikan hukum agama sebagai alternatif dalam
praktik kawin siri. Kiai sebutan untuk tokoh agama di masyarakat
Rembang, Pasuran sebagai pemegang otoritas hukum agama menjadi
solusi bagi masyarakat yang terkendala melangsungkan perkawinan di
KUA karena kendala persyaratan administrasi perkawinan. kiai dalam
prosesi akad nikah diangkat menjadi wali nikah sebagai pengganti
ayah kandung calon pengantin perempuan dengan biaya seikhlasnya.?
Menurut Yasin, nikah siri mendapatkan dukungan dari tokoh

18 Hasyim Nawawie, “Hukum Islam dalam Perspektif Sosial-Budaya di Era
Reformasi,” Epistemé: Jurnal Pengembangan IImu Keislaman 8, no. 1 (2013): 1-28.
Adapun sumber hukum Islam yang ada di tengah masyarakat, menurut Mudzhar ada
empat;  kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan
perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama.

19 Rahmani Rahmani and Rukmina Gonibala Manoppo, Dispensasi Nikah
dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah sebagai Pilihan Terbaik untuk
Menikah (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 70.

2 Hal ini juga terjadi di daerah Cisarua, Bogor. Tokoh agama dalam
masyarakat Cisarua disebut dengan ajengan. Masyarakat memandang ajengan
sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam hukum agama. Muhammad Ilham
Ramadhan, “Peran Ajengan sebagai Wali dalam Praktik Nikah Sirri (Studi di
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 48-49, accessed April 4, 2024,
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42947.



agama/kiai dan masyarakat tidak akan berani menikahkan anaknya
secara sembunyi-sembunyi tanpa kehadiran tokoh agama.?

Pelaksanaan perkawinan di masyarakat muslim pada
umumnya menghadirkan tokoh agama, kiai atau ustaz ketika akad
perkawinan dilangsungkan. Masyarakat memandang ulama, kiai atau
ustaz sebagai pihak yang memiliki pemahaman yang luas terhadap
masalah agama dan mengerti tentang hukum agama. kiai atau ustaz
menjalankan hukum perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum
agama, di antaranya tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan. kiai
atau ustaz berperan sebagai wali atau saksi sewaktu akad nikah atas
permintaan dari keluarga pihak mempelai perempuan. Beberapa tokoh
agama di Rembang Pasuruan berperan sebagai ‘aqgid nikah dalam
melangsungkan praktik perkawinan siri dan kebanyakan dari mereka
berpandangan bahwa kawin siri sah secara agama sehingga mereka
membolehkan perkawinan siri dengan syarat di antaranya harus
bertanggungjawab.?? Para pelaku kawin siri meyakini bahwa prosesi
akad nikah yang dipimpin oleh kiai lebih utama daripada dipimpin
oleh penghulu KUA.%

Penelitian Maufur tentang kawin siri di  Rembang
menunjukkan adanya tiga varian bentuk kawin siri di Rembang, yaitu
poligami, poliandri dan kawin kontrak.?* Penelitian Adillah
menyatakan bahwa masyarakat muslim melakukan perkawinan siri
atau kawin bawah tangan karena mereka tidak mau disibukkan dengan
persyaratan administrasi perkawinan dan mahalnya biaya perkawinan

2l Yasin Yasin, “Kiai Lokal antara Penghambat dan Penyelamat dalam
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,” YUDISIA: Jurnal
Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 7, no. 1 (2016): 12.

22 Juhri, Brokered Marriage: A Case Study on Informal Marriage (Nikah
Sirri) in East Java, Indonesia. Bandingkan dengan “Laporan Telaah Perkawinan Sirri
dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat”, Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Indonesia Research Foundation,
www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-
dampaknya.pdf.

28 Dadi Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa
Jogja (Depok, Sleman, Jogjakarta: Saujana, 2003), 32.

24 Juhri, Brokered Marriage: A Case Study on Informal Marriage (Nikah
Sirri) in East Java, Indonesia, 34-38.



menurut mereka.?® Sedangkan kawin siri yang terjadi di Rembang
telah lama berlangsung sehingga menjadi budaya masyarakat. Para
pelaku kawin siri di Rembang melaksanakan kawin siri secara sadar
dan atas dasar pilihan rasional mereka dengan alasan; pertama, para
aktor kawin siri bermaksud menyembunyikan status istri mudanya
dari istri pertamanya. Kedua, para aktor laki-laki dan perempuan ini
ingin terhindar dari perbuatan zina. Ketiga, secara ekonomi, kawin siri
ini dipandang murah bagi laki-laki dan bagi perempuan dapat
meringankan beban hidupnya dari sisi ekonomi dan psikologi. Praktik
kawin siri yang terjadi di Desa Kalisat Rembang merupakan jalinan
relasi dan kolaborasi antara kiai dan melibatkan perangkat desa
setempat dan tampak ada kerjasama antara agen untuk melangsungkan
perkawinan siri.?

Praktik kawin siri di wilayah kecamatan Rembang tidak hanya
terjadi di Desa Kalisat yang berada di bagian selatan Kecamatan
Rembang, tetapi juga di Desa Sumberglagah dan juga wilayah
pinggiran bagian selatan Rembang. Penelitian otoritas dalam
perkawinan muslim tentang dinamika praktik kawin siri ini
difokuskan di Desa Pekoren, Rembang. Desa Pekoren terletak di
sebelah utara Kecamatan Rembang, sebelah utara berbatasan dengan
Desa Mojoparon, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rembang
dan Desa Kedungbanteng, sebelah barat berbatasan dengan Desa Oro-
oro Ombo Wetan dan sebelah timur berbatasan dengan Desa
Pejangkungan. Fenomena kawin siri di Desa Pekoren tidak semarak di
Desa Kalisat yang telah banyak diteliti,>” dan juga di Desa

% Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang
Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (lstri)
dan Anak-Anak,” Jurnal Dinamika Hukum 11 (2011): 106-7.

% Ada jejaring kuat antar pihak yang terlibat dalam praktik kawin siri di
Desa Kalisat, misalnya tukang ojek yang sekaligus berperan sebagai makelar, kiai
sebagai pengakad nikah, perangkat desa yang memberi izin dan ada pihak keamanan
dari desa. Sri Endah Kinasih, “Jaringan Perdagangan Perempuan melalui Kawin
Kontrak dan Posisi Perempuan dalam Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama dan
Hukum Negara,” 2004.

21 Avisena Aulia Anita, Felisa Haryati, dan Diah Astri Ellisa, “Perkawinan
Siri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan,” Notaire: Journal of
Noratial Law 1, no. 2 (2018): 215-32; Ali Usman Nawawi, “Praktik Kawin Kontrak
di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan,” Kajian Moral dan



10

Sumberglagah. Fenomena kawin siri di Kalisat dan Sumberglagah
tampak berbeda dengan di masyarakat Pekoren dimana masyarakat
Pekoren memandang kawin siri tidak sesuai dengan norma sosial yang
berlaku di masyarakat. Bahkan ketika suatu perkawinan
dilangsungkan dan belum dicatatkan ke KUA, masyarakat
mempertanyakan kapan nikahnya akan diresmikan. Maksudnya
adalah kawin resmi secara hukum negara, disaksikan dan dicatat oleh
penghulu. Suatu perkawinan tidak hanya cukup dihadiri oleh kiai dan
tokoh masyarakat setempat. Informasi awal yang peneliti dapatkan
bahwa pemerintah desa Pekoren melarang warganya melakukan
kawin siri.

Praktik kawin siri di Desa Pekoren, Rembang tidak lepas dari
peran Kkiai/ustaz sebagai pemegang otoritas hukum agama, terutama
hukum perkawinan. kiai/ustaz yang berdomisili di Desa Pekoren
hingga saat sering diminta sepasang calon mempelai yang berasal dari
luar wilayah Rembang untuk mengakadnikahkan secara siri. Hal ini
bukan berarti bahwa warga masyarakat Pekoren tidak ada sama sekali
yang melakukan praktik kawin siri. Informasi awal yang didapat oleh
peneliti selama berada di lokasi penelitian, terjadi praktik kawin siri
yang dilakukan antara warga masyarakat Pekoren. Mereka adalah
janda duda yang telah lanjut usia, calon mempelai yang kurang usia
dan sepasang calon mempelai yang berasal dari luar wilayah
Rembang, Pasuruan.

Desa Pekoren berbeda dengan desa-desa lain di wilayah
Rembang. Peneliti tidak mendapatkan informasi adanya larangan
praktik kawin siri seperti halnya di Desa Pekoren. Bahkan, Desa
Kalisat yang berada di wilayah Rembang bagian pinggiran sebelah
selatan, praktik kawin siri mendapatkan dukungan dari perangkat
desa.?® Meskipun larangan kawin siri tidak berhasil dijadikan Perdes
di Pekoren, namun Pak Jaiz dan Ustaz Anshori menyatakan bahwa
kawin siri di Pekoren telah menjadi norma sosial. Begitu juga Ibu

Kewarganegaraan 5, no. 02 (2017), https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-
pendidikan-kewarganegaraa/article/view/19279.

2 Nawawi, “Praktik Kawin Kontrak di Desa Kalisat Kecamatan Rembang
Kabupaten Pasuruan,” 188.
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Sariamah dan Neng Yusro mengatakan bahwa kawin siri dilarang di
masyarakat Pekoren.?® Aktor kawin siri secara umum dapat
dikelompokkan menjadi dua; pertama warga Pekoren dan kedua orang
luar wilayah Pekoren, Rembang, Pasuruan.

Bentuk kawin siri yang berlangsung di Pekoren dan motif para
aktor terutama sepasang calon mempelai tidak seperti pada umumnya
praktik kawin siri yang terjadi di wilayah lain, seperti kawasan Puncak
Bogor,* dan Jepara Jawa Tengah.3* Meskipun kebanyakan penelitian
terdahulu mengkaitkan kawin siri dengan persoalan administrasi
pencatatan perkawinan dan motif pragmatisme ekonomi dari para
aktor kawin siri, namun praktik kawin siri di Pekoren menunjukkan
bahwa hukum agama lebih mendominasi dibanding hukum negara
dalam masalah perkawinan di masyarakat Pekoren. Tampaknya
praktik kawin siri tidak lepas dari cara pandang para aktor terhadap
keabsahan perkawinan. Hal ini karena para aktor kawin siri lebih
mengutamakan validitas perkawinan menurut hukum agama jika
dibandingkan dengan legalitas perkawinan menurut hukum negara.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penelitian ini membahas otoritas
dalam perkawinan muslim, dinamika praktik kawin siri di masyarakat
Pekoren, Rembang dengan mengacu pada isu administrasi pencatatan
perkawinan. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek nikah siri dilakukan di Masyarakat
Pekoren dan apa saja bentuk nikah siri yang terjadi di
masyarakat Pekoren?

2. Sejauhmana bentuk kawin siri bergeser di masyarakat
Pekoren?

2 lbu Sariamah, Wawancara, 11 Juni 2021; Neng Yusro, Wawancara, 13
Juni 2021.

% Siti Sarah Maripah, “Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak
Bogor,” Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi 6, no. 2 (2016),
https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/4239.

31D, Kiswari, “Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Kawin Kontrak di
Lingkungan Industri Kerajinan Ukir (Studi Kasus Masyarakat Tahunan Kabupaten
Jepara Tahun 2001-2004)” (Thesis, Semarang, Universitas Sebelas Maret, 2005).
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3. Apa motif dan peran aktor dalam praktik kawin siri di
Pekoren?

4. Mengapa masyarakat Pekoren menunjukkan perubahanan
sikap hukum terhadap pencatatan perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan praktek nikah siri dilakukan di Masyarakat
Pekoren dan apa saja bentuk nikah siri yang terjadi di
masyarakat Pekoren, peran kiai atau ustaz dalam praktik
kawin siri beserta dasar tindakannya.

2. Menjelaskan pergeseran bentuk kawin siri dari sisi aktor yang
terlibat di dalamnya.

3. Menjelaskan motif dan peran para aktor dalam praktik nikah
siri di Pekoren.

4. Menjelaskan perubahan sikap hukum masyarakat Pekoren
terhadap pencatatan perkawinan.

Penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan
kontribusi secara teoritis dan praktis. Pertama secara teoritis,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan tawaran baru tentang
hukum perkawinan yang sejalan dengan hukum negara dan hukum
agama, serta sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.
Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan wacana hukum
Islam terkait dengan pranata sosial. Kedua secara praktis, penelitian
ini diharapkan dapat berguna untuk kajian-kajian selanjutnya dan
dijadikan rujukan menyangkut hukum perkawinan terutama masalah
kawin siri dan pencatatan perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat
kebijakan terkait dengan hukum perkawinan di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Praktik kawin siri bukan isu yang baru muncul akhir-akhir ini
dan mudah teridentifikasi serta diketahui secara pasti jumlahnya di
setiap daerah. Jumlah pelaku kawin siri secara statistik dapat
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diverifikasi melalui data di Pengadilan Agama dengan melihat jumlah
permohonan pengajuan isbat nikah. KUA sebagai pihak yang
memiliki otoritas menangani masalah perkawinan tidak memiliki data
jumlah warga masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri.
Sebenarnya jika pihak KUA mau memberi tugas tambahan bagi para
penyuluh agama yang ada di setiap kecamatan yang berjumlah sepuluh
orang, satu orang tenaga fungsional dan sembilan orang tenaga
kontrak, maka KUA bisa menggali informasi dari masyarakat tentang
pasangan yang melangsungkan perkawinan siri atau kawin bawah
tangan. Tenaga kontrak penyuluh agama masing-masing membawabhi
tiga sampai empat desa dan memiliki hubungan baik dengan
masyarakat yang berada di bawah binaannya, serta pemerintah desa
setempat.

Peneliti menemukan beberapa kajian terdahulu terkait masalah
praktik kawin siri yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke
dalam pendekatan sosiologis, normatif dan budaya. Pertama,
penelitian kawin siri dari pendekatan sosiologis. Siti Zumrotun
meneliti kawin siri di masyarakat Salatiga dengan pendekatan
sosiologis yang menyimpulkan bahwa nikah siri berimplikasi pada
kehidupan sosial ketika para pelaku nikah siri berinteraksi dengan
masyarakat dan juga berimplikasi untuk memperjuangkan haknya
melalui Pengadilan Agama.®? Hasanuddin meneliti makna nikah siri
bagi kalangan berkeluarga di Sidoarjo dengan pendekatan
fenomenologi. Nikah siri dilatarbelakangi adanya kebutuhan seksual
dan para pelaku memaknai nikah siri sebagai ritual agar bisa merasa
tenteram dan tidak merasa berdosa. Sedangkan keluarga yang
dibentuk dari nikah siri, dari sisi sosial tidak memiliki fungsi
sebagaimana struktur keluarga yang dibentuk dari perkawinan
formal.33

Makna kawin siri di Desa Campur, Kecamatan Prappo,
Kabupaten Pamekasan Madura dengan pendekatan sosiologis dan

% Siti Zumrotun, “Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Salatiga”
(‘Yogyakarta, Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

% Haris Hasanuddin, “Makna Nikah Sirri bagi Kalangan Berkeluarga di
Sidoarjo” (Disertasi, Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011).
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menggununakan teori konstruksi sosial Berger diteliti oleh Kanto.
Perempuan di Desa Campur pada dasarnya ingin kawin secara resmi,
namun karena persyaratan administrasi perkawinan yang sulit bagi
laki-laki yang ingin poligami, mereka memilih kawin siri. Selain itu,
adanya pandangan masyarakat terhadap status perempuan sebagai istri
siri lebih baik daripada status perempuan yang tidak bersuami.3*
Sedangkan praktik kawin siri di Pamekasan Madura secara sosiologis
disebabkan oleh faktor keyakinan, rendahnya kesadaran hukum,
ekonomi, sosial budaya, yakni adanya kekhawatiran munculnya fitnah
setelah terjadinya tunangan.®> Sementara kawin siri di Sampang yang
menjadi faktor utamanya adalah laki-laki yang hendak berpoligami
menghindari persyaratan yang telah ditetapkan oleh negara berupa
persetujuan dari istri pertama.=®

Praktik kawin siri di Yogayakarta yang lakukan oleh kalangan
mahasiswa diteliti oleh Dadi Suhaedi dengan pendekatan sosial
menggunakan teorinya Max Weber, yakni tindakan rasional
instrumental untuk mengungkap alasan pelaku kawin siri. Secara
normatif, tujuan kawin siri didasarkan pada norma agama Islam.
Secara psikologis, kawin siri dapat menghilangkan keresahan dan
kecemasan sehingga pelaku merasa tenang dan tenteram, dan secara
biologis, pelaku memperoleh kepuasan seksual.®” Penelitian Erlina
mengambil obyek pada sisi motif mahasiswa di Malang. Secara
sosiologis, mereka melakukan kawin siri karena alasan atau motif
normatif, psikologis, biologis, sosial-ekonomis dan tujuan yang
berorientasi nilai.*® Munir mengkaji motif dan implikasi hukum bagi

% Sanggar Kanto, Siti Kholifah, and Rina Utami, “The Meaning of Sirri
Marriage (Case Study of Sirri Marriage in Campor Village Subdistrict of Proppo
Pamekasan),” Asian Journal of Humanities and Social Studies 3, no. 6 (2015).

% Mufassirah Mufassirah, “Tradisi Nikah Sirri (Penyebab dan Pengaruhnya
bagi Masyarakat di Pamekasan)” (Malang, Unmuh Malang, 2002).

% Dakwatul Chairoh, “Perkawinan Sirri Hubungannya dengan UU Nomor
1 Tahun 1974 (Kasus Poligami di Kabupaten Sampang)” (IAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 1984).

37 Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan.

% FErlina, “Nikah Sirri di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada
mahasiswa di Kota Malang)”,
https://kesos.umm.ac.id/files/file/Penelitian%20Mahasiswa/Abstrak_Nikah_Siri.pdf
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anak yang lahir dari nikah siri melalui pendekatan fenomenologi.
Menurutnya, praktik nikah siri dapat merugikan seorang istri dan anak
keturunannya karena tidak memiliki status hukum perdata dengan
ayahnya. Secara hukum agama, anak dari hasil nikah siri adalah sah,
namun secara hukum negara, statusnya tidak sah dan ayahnya tidak
bisa menjadi wali nikah baginya.3® Euis Nurlaelawati menyebut isbat
nikah sebagai solusi yang ditawarkan oleh negara bagi warga muslim
yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan di KUA.*

Kedua, penelitian kawin siri dari sisi pendekatan normatif
secara umum terkait dengan keabsahan perkawinan dari sisi hukum
agama dan negara. Banyaknya praktik kawin siri di masyarakat
berhubungan dengan status keabsahan kawin siri dalam pandangan
hukum agama dan hukum negara. Menurut Shofiyah, secara normatif
perkawinan siri hukumnya adalah sah jika dilakukan sesuai dengan
syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam hukum
agama.** Jaih Mubarok menyatakan perkawinan yang tidak diawasi
oleh petugas pencatat perkawinan dan tidak dicatatkan adalah sah
secara agama, tetapi secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum
karena tidak memilik bukti yang sah menurut perundang-undangan
yang berlaku.*> Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi
sebuah keharusan dan menjadi hal yang sangat penting sebagai
legalisasi perkawinan secara hukum negara dengan melihat nilai-nilai
manfaatnya, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dari
sebuah perkawinan.

Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat
penting untuk keabsahan hubungan sepasang suami istri. Masruhan
menyarankan agar pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya

% Misbachul Munir, “Nikah Sirri: Studi tentang Motif dan Implikasi Hukum
bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Sirri” (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, Surabaya,
2001).

40 Euis Nurlaelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah
Solusi?,” Mus Wa Jurnal Studi Gender Dan Islam 12, no. 2 (2013): 261-77.

41 Shofiyah Shofiyah, “Nikah Sirri dan Urgensi Pencatatan Perkawinan,”
Madinah: Jurnal Studi Islam 1, no. 2 (December 1, 2014): 109-17,
https://doi.org/10.58518/madinah.v1i2.154.

42 Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. 1.
(Antapani, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 78.
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perkawinan yang dimasukkan dalam hukum agama karena
perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan mudarat dan
dampak negatif.#* Menurut Masdugi, kebanyakan ulama NU
Yogyakarta berpendapat bahwa mencatatkan perkawinan hukumnya
adalah wajib. Tindakan secara sengaja tidak mencatatkan perkawinan
dan tanpa disertai adanya halangan yang bersifat darurat hukumnya
adalah haram karena bertentangan dengan aturan negara yang
mewajibkan pencatatan perkawinan. Untuk memelihara kemaslahatan
umum, pencatatan perkawinan bisa dimasukkan sebagai syarat
tambahan untuk sahnya suatu perkawinan.**

Praktik kawin siri merupakan suatu perkawinan yang tidak
dicatatkan di KUA bagi masyarakat muslim dan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil bagi masyarakat non muslim sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan
perkawinan dalam bentuk operasionalnya berupa administrasi
perkawinan. Setiap perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA atau
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa disebut sebagai kawin
siri, nikah tidak resmi, bahkan bisa disebut ‘perkawinan liar’ dalam
perspektif yuridis formal. Administrasi perkawinan merupakan wujud
tindakan real dari pelaksanaan tugas pegawai pemerintah dalam
melakukan pencatatan perkawinan yang diwadahi dalam istilah
birokratisasi perkawinan. Birokrasi pencatatan perkawinan dikaji oleh
Eva F. Nisa yang menyatakan bahwa melalui undang-undang
perkawinan, negara bermaksud menyatukan keberagaman sumber
hukum yang dijadikan dasar mengambil keputusan oleh hakim.*
Terkait dengan pencatatan perkawinan, ia hendak melihat akibat
hukum perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjamin

4 Seorang suami dapat menghindar dari kewajiban menafkahi istri dan
anak, suami juga sewaktu-waktu dapat meninggalkan istrinya. Masruhan Masruhan,
“Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Magasid
Shari’ah,” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 13, no. 2 (November 1, 2013): 233—
52, https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.15.

4 Masduqi, “Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga
Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta.”

4 Nisa, “The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia,” 1-2.
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warganya terhadap hak-hak individu dalam keluarga. Fauzi Latif
menyoroti kebijakan Kemendagri tentang akomodasi terhadap hak
anak dalam catatan sipil. Kebijakan ini menjadikan ketidaktegasan
implikasi  hukum  perkawinan siri.*¢ Dengan diterbitkannya
Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang SPTJM (Surat
Pertanggungjawaban Mutlak), secara tidak langsung pihak catatan
sipil mengakui terjadinya perkawinan siri.*’

Ketiga, penelitian kawin siri dengan pendekatan budaya.
Penelitian kawin siri dalam konteks lokal masyarakat Rembang
mengambil lokus di Desa Kalisat Kecamatan Rembang ditulis oleh
Anita, Nawawi dan beberapa penulis lainnya. Penelitian tentang
budaya kawin siri ditulis oleh Aulia Fitriany*® dan Sukaryanto menulis
budaya kawin siri di Rembang dalam perspektif gender
menyimpulkan bahwa kawin siri telah menjadi budaya masyarakat
Desa Kalisat, Rembang.*® Praktik kawin siri telah menjadi budaya
karena suatu perkawinan tanpa dicatatkan di KUA telah menjadi
tradisi di masyarakat Rembang yang menjunjung hukum agama dalam
kehidupan kesehariannya. Dimastiwi meneliti praktik kawin siri di
Desa Sumberglagah, Rembang menyimpulkan bahwa masyarakat
Sumberglagah memandang kawin siri sah secara hukum agama,
proses kawin siri bisa dilakukan lebih cepat dibanding nikah secara
resmi melalui KUA, pelaku kawin siri saling membutuhkan satu sama

4 Muhammad Latif Fauzi, “Aligning Religious Law and State Law, Street-
Level Bureaucrats and Muslim Marriage Practices in Pasuruan, Indonesia” (Leiden,
2020).

47 SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk
mengurus kepentingan akta kelahiran anak dari hasil pernikahan siri dengan
menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran. Rayani
Saragih dan T Erwinsyahbana, “Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari
Perkawinan Tidak Tercatat,” 2018.

8 Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah, “Sejarah Budaya Kawin Siri di Desa
Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan,” Jurnal Edukasi 1, no. 2 (2015):
253-74.

4 Sukaryanto Sukaryanto, “Budaya Nikah Siri di Rembang dalam
Perspektif Gender,” Jurnal: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 23, no. Januari—
Maret (2010): 48-55.
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lain, dan adanya jaminan hidup bagi perempuan pelaku kawin siri
yang berpendidikan rendah.>°

Temuan penelitian Machfudz menyatakan bahwa kawin siri
yang terjadi di masyarakat Rembang, Pasuruan disebabkan oleh
berkembangnya nilai agama dan nilai budaya, yakni pertama, adanya
komitmen masyarakat yang memperbolehkan nikah siri; kedua,
kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah; ketiga, rendahnya
kesadaran hukum masyarakat; keempat, adanya keyakinan hari sesuai
dengan tanggal kelahirannya.>! Pelaku kawin siri banyak dilakukan
oleh perempuan yang memiliki pendidikan rendah dari kelas ekonomi
menengah ke bawah. Menurut Utami Ati, untuk mengikis praktik
kawin siri tersebut diperlukan peningkatakan kualitas SDM
perempuan dengan memberikan bekal soft skill dan life skill yang
berbasis pada keterampilan industri rumah tangga dan teknologi
sehingga dapat menjadi alternatif pemberdayaan ekonomi secara
berkelanjutan yang dapat meminimalisir budaya kawin siri.>
Penelitian Maufur di Rembang menekankan pada makna kawin siri
sehingga menjadi habituasi masyarakat terhadap praktik kawin siri
dan peran broker dalam kawin siri di Rembang.5® Khoirul Hidayah
mempersoalkan status hukum perempuan akibat kawin siri di
Rembang. Masalah hukum yang dihadapi oleh perempuan akibat
kawin siri adalah persoalan akta kelahiran anak, nafkah anak jika
terjadi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.>*

50 Alifa Ashadiyah Dimastiwi, “Harmoni Pasangan Pernikahan Siri (the
Harmony of Siri Marriage Couple),” ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya 10,
no. 1 (2021): 46-55.

51 Achmad Machfud, “Pernikahan di bawah Tangan (Studi Kasus tentang
Budaya Nikah Sirri di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan),” n.d.,
https://kesos.umm.ac.id/files/file/Penelitian%20Mahasiswa/Abstrak_Nikah_Bawah
_Tangan.pdf.

%2 Nurul Utami Ati, “Mengikis Budaya Nikah Siri dengan Soft Skill dan
Life Skill,” Journal Wacana Publik 4, no. 1 (2020).

58 Juhri, Brokered Marriage: A Case Study on Informal Marriage (Nikah
Sirri) in East Java, Indonesia.

% Khoirul Hidayah, “Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat
Praktek Nikah Sirri,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 3, no. 1 (June 1, 2011),
https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322.
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Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-
penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil tema Otoritas dalam
Perkawinan Muslim: Dinamika Praktik Kawin Siri di Masyarakat
Pekoren, Rembang, Pasuruan. Isu utamanya mengerucut pada
administrasi pencatatan perkawinan yang seringkali dijadikan alasan
oleh para pelaku kawin siri ‘enggan’ mencatatkan perkawinannya
dengan alasan faktor biaya, rumitnya persyaratan hingga motif
tersembunyi ingin memiliki istri simpanan. Terlepas dari hal tersebut
bahwa kawin siri tetap memerlukan kehadiran pemegang otoritas
agama, yakni kiai atau ustaz lokal. Pada kenyataannya, para pelaku
kawin siri tidak bisa lepas dari kehadiran dan keterlibatan tokoh agama
dan sekaligus menjadi tokoh masyarakat. Penelitian ini juga
mengungkap bentuk-bentuk kawin siri, pergeseran bentuk kawin siri
dan peran para pemegang otoritas dalam hukum perkawinan. Penulis
belum menemukan penelitian kawin siri yang menggunakan
pendekatan otoritas hukum Islam dan membahas dinamika praktik
kawin siri di masyarakat Pekoren, Rembang.

E. Kerangka Teori
1. Otoritas Hukum

Penelitian ini menggunakan teori otoritas hukum untuk
menjelaskan struktur hukum perkawinan yang hidup di tengah
masyarakat muslim. Peneliti meminjam teori otoritas Khaled M. Abou
El Fadl yang membedakan otoritas menjadi dua; pemangku otoritas
(being in authority) dan pemegang otoritas (being an authority).®
Konsep pemangku otoritas dan pemegang otoritas digunakan untuk
menjelaskan wewenang pelaksana hukum perkawinan dan bagaimana
hukum perkawinan bekerja di masyarakat. Praktik perkawinan di
masyarakat muslim dalam realitasnya ada dua pihak yang memiliki
otoritas dalam melangsungkan prosesi perkawinan, yakni pihak
negara yang diwakili oleh penghulu dan pihak agama yang diwakili
oleh kiai atau ustaz.

% Khaled Abou El Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority
and Women (London: Oneworld Publications, 2001), 50.
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Harold Laswell dan Abraham menjelaskan bahwa otoritas
sebagai suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok orang dapat
menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai
dengan tujuan dari pihak pertama.>® Menurut VVan Doorn, kekuasaan
adalah kemungkinan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak
dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak
pertama.®’ Parsons menyatakan bahwa otoritas atau kekuasaan adalah
kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-
kewajiban yang mengikat unit-unit organisasi kolektif dalam suatu
sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan
acuan pada pencapaian tujuan kolektif mereka, dan bila ada
pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dapat dikenai
sanksi negatif tertentu, siapapun yang menegakkannya.®

Otoritas hukum dapat dipahami sebagai kekuatan hukum yang
sah untuk bertindak, memerintah dan menilai. Otoritas bisa meliputi
kekuatan berupa perintah ataupun paksaan untuk taat dan juga sebuah
peraturan yang harus diikuti oleh mereka yang berada di bawah
otoritas tersebut. Kewajiban manusia untuk mematuhi hukum
didasarkan pada teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara dan
kedaulatan hukum. Di samping itu, teori perjanjian masyarakat
mengasumsikan bahwa hukum sebagai kehendak bersama dan hasil
kesepakatan anggota masyarakat sehingga mereka berjanji untuk
mentaatinya.®® Oleh karena itu, hukum memiliki otoritas untuk
memaksa setiap tindakan individu sejalan dengan ketentuan yang
dirumuskan dalam hukum.

Perkawinan termasuk tindakan hukum yang melahirkan hak
dan kewajiban bagi subyek hukum. Perkawinan dari aspek sosiologis
dapat dipahami sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria

% Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, Power and Society: A
Framework for Political Inquiry (New Brunswick, N.J: Transaction Publishers,
2014), 77.

5" Agus Salim Andi Gadjong, Dialektika Hukum dan Kekuasaan (Jakarta:
Yalkindo Press, 2008), 70.

%8 Talcott Parsons, Sociological Theory and Modern Society (New York:
The Free Press, 1976), 17.

% Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori
Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 81.
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dan perempuan dalam bentuk hubungan suami istri yang memiliki
kekuatan sanksi sosial. Perkawinan dilakukan berdasarkan aturan
hukum yang berlaku dan norma yang hidup di masyarakat. UU
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan hukum positif yang berlaku
untuk semua warga negara. Negara memberikan otoritas pelaksanaan
perkawinan pada KUA bagi masyarakat muslim. Di sini lain, terdapat
hukum perkawinan yang hidup di masyarakat muslim, yaitu hukum
agama sebagaimana yang terdapat dalam Kitab-kitab fikih. Otoritas
hukum perkawinan dalam bidang agama dipegang oleh tokoh agama
atau ulama karena mereka pewaris para nabi.®°

Abou El Fadl membedakan otoritas menjadi dua, yaitu
pemangku otoritas dan pemegang otoritas. Pertama, pemangku
otoritas (being in authority) adalah orang-orang yang menduduki
jabatan resmi atau struktural yang diberi kekuasaan untuk
mengeluarkan perintah dan arahan. Pemangku otoritas dipatuhi orang
lain dengan cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang memberi
kesan kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah
atau arahan. Seseorang bisa saja berbeda pendapat dengan pemangku
otoritas, namun ia tidak memiliki pilihan lain kecuali mentaatinya.
Ketaatan ini didasarkan atas pengakuan terhadap otoritas yang
melekat pada diri orang tersebut.®* Otoritas ini bersifat koersif, yakni
berupa kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan
cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam atau
menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan

8 Otoritas hukum Islam dalam sejarah awal tasyri’ merupakan hak
preogratif Allah Swt. sebagaimana termaktub dalam ayat al-Qur’an (Lihat QS. al-
An’am: 57; Yusuf: 40; al-Nisa': 65; al-Nur: 63; al-Maidah:49; al-An’am: 57).
Kemudian otoritas legislasi hukum Islam turun kepada Nabi Muhammad Saw.
sebagai rasul-Nya dengan menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an melalui sunnah-
sunnahnya (QS. al-Nisa': 59). Setelah berakhirnya risalah Nabi Muhammad Saw.
tidak ada lagi otoritas tunggal dalam penetapan hukum kecuali melalui ijma’. Dalam
perjalanan sejarah hukum Islam, kemudian muncullah mazhab-mazhab fikih dan
otoritas hukum Islam terletak di tangan para imam mazhab. Wael B. Hallag,
Authority, Continuity and Change in Islamic Law (Cambridge University Press,
2001).

81 Fadl, Speaking in God’s Name, 50.
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bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan lain kecuali
harus mengikutinya.®?

Ketundukan terhadap pemangku otoritas disebabkan ia
memiliki jabatan atau kapasitas resmi. Dalam konteks Indonesia,
pemangku otoritas perkawinan adalah pihak KUA yang berwenang
menangani urusan perkawinan berdasarkan perundang-undangan
yang berlaku. Sumber otoritas ini berasal dari negara berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku. Pemangku otoritas diangkat oleh
negara dan diberi tugas menjalankan hukum perkawinan yang secara
kelembagaan berada di KUA. KUA menugaskan Pegawai Pencatat
Nikah (PPN) untuk mengurus proses administrasi pencatatan
perkawinan mulai pendaftaran perkawinan, pengumuman, pencatatan
sampai penyerahan buku nikah.%® PPN hadir dan menyaksikan ketika
proses akad nikah dilangsungkan, dan kemudian mencatat dalam buku
nikah. Jika sebuah perkawinan tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh
PPN, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan
dipandang tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku.54
Perkawinan semacam ini tidak akan mendapatkan akta nikah sebagai
bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan menurut ketentuan
hukum negara. Konsekuensinya, jika muncul kasus hukum akibat
perkawinan, maka sepasang suami istri tidak bisa mendapatkan
perlindungan hukum dari negara.

Kedua, pemegang otoritas (being an authority) adalah
pengetahuan khusus yang menjadi alasan ketundukan orang awam
terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas, meskipun ia tidak
memahami dasar argumentasi dari ucapan-ucapan tersebut. Seseorang
meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang

82 Fadl, Speaking in God’s Name.

6 Pencatatan perkawinan diatur PP. Nomor 9 Tahun 1975. Proses
administrasi pencatatan perkawinan secara detil diatur dalam Permenag Nomor 19
Tahun 2018, termasuk apa saja persyaratannya dan siapa saja pihak yang terlibat
dalam proses pencatatan perkawinan. Teknis pelaksanaan perkawinan sejak tahap
awal hingga akhir melibatkan peran aktif PPN, dan tanpa Kketerlibatan PPN,
pencatatan perkawinan tidak akan terlaksana.

6 Ppencatatan perkawinan menjadi bukti perkawinan yang sah menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mubarok, Modernisasi Hukum
Perkawinan di Indonesia, 87.
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otoritas yang dipandang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau
pemahaman yang lebih baik.%> Pengetahuan khusus menjadi dasar
ketundukan orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas,
meskipun ia tidak memahami dasar argumentasi ucapan-ucapan
tersebut. Ketundukan terhadap pemegang ototitas disebabkan ia
dipandang memiliki keahlian khusus. Otoritas ini bersifat persuasif,
yakni kemampuan untuk mengarahkan keyakinan orang atau perilaku
seseorang atas dasar kepercayaan yang bersifat normatif.5°

Pemegang otoritas hukum agama berada di tangan tokoh
agama, yakni ulama, kiai atau ustaz. Masyarakat memandang mereka
memiliki kemampuan pemahaman agama yang baik dan menguasai
hukum agama secara mumpuni. Mereka menjadi rujukan masyarakat
mengenai berbagai persoalan agama yang muncul di tengah
masyarakat. Sumber otoritas ini berasal dari pengakuan masyarakat
terhadap kemampuan ulama atau kiai terhadap persolan agama dan
penguasaannya terhadap hukum agama. Masyarakat menyerahkan
pelaksanaan prosesi akad perkawinan kepada tokoh agama karena
masyarakat memerlukan pandangan mereka terhadap keabsahan suatu
perkawinan menurut hukum agama. Dalam konteks masyarakat
Pekoren, pemangku otoritas berada di tangan kiai, dan ustaz dan
mereka rata-rata sebagai tokoh masyarakat yang berada di setiap
dusun desa Pekoren.

Masyarakat yang melangsungkan prosesi akad perkawinan
tanpa menghadirkan pihak KUA sebagai pemangku otoritas
perkawinan, cukup menghadirkan tokoh agama, Kiai atau ustaz,
sebagai pemegang otoritas hukum agama. Tokoh agama berperan
sebagai saksi perkawinan dan terkadang berperan sebagai wali nikah
atas permintaan dari pihak mempelai perempuan. Perkawinan
semacam ini dilakukan secara siri atau tidak dicatat oleh pihak KUA.
Menurut hukum agama, pencatatan perkawinan tidak ada
ketentuannya dalam hukum agama dan tidak termasuk syarat sahnya
suatu perkawinan yang harus dipenuhi. Dalam pandangan hukum

8 Fadl, Speaking in God’s Name, 51.
8 Fadl, Speaking in God’s Name.
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agama, pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnya suatu
perkawinan.

Praktik perkawinan yang terjadi di sebagian masyarakat
Pekoren, Rembang dilakukan secara siri, tanpa dihadiri dan tidak
dicatat oleh PPN dari pihak KUA. Masyarakat cukup menghadirkan
tokoh agama yang bertindak sebagai wali atau saksi ketika
berlangsungnya akad nikah. Sementara UU Perkawinan menghendaki
kehadiran PPN dan pencatatan perkawinan ketika prosesi akad nikah
berlangsung.®” Hukum negara hanya mengakui perkawinan yang
dicatat oleh PPN dengan disertai bukti otentik berupa akta nikah.5®
Beberapa ahli hukum perkawinan berbeda pendapat menanggapi sah
atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Sebagian
ahli hukum memandang pencatatan perkawinan sebagai Syarat
administratif yang sekaligus menentukan sahnya suatu perkawinan.%®
Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, setiap perkawinan yang
tidak dicatatkan di KUA, tidak diakui oleh negara. Jika terjadi masalah
perkawinan antara suami dan istri, maka keduanya tidak bisa
mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

2. Tindakan Sosial

Selain menggunakan teori otoritas hukum untuk melihat
praktik kawin siri di Pekoren, peneliti juga menggunakan teori
tindakan sosial. Teori ini digagas oleh Max Weber yang selanjutnya
dilanjutkan dan dieksplorasi oleh Parsons. Parsons mengurai lebih
detail bagaimana tindakan itu dilakukan oleh aktor dan melihat unit
komponen dari tindakan seorang aktor. Peneliti menggunakan teori ini
untuk menjelaskan peran para aktor yang terlibat dalam tindakan
praktik kawin siri. Praktik kawin siri yang terjadi di Pekoren tidak bisa

67 Lihat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal
5 ayat (1). Pencatatan perkawinan adalah pencatatan yang dilakukan oleh pejabat
negara, yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap peristiwa perkawinan ketika
berlangsungnya suatu akad perkawinan antara calon suami dan isteri. Zainuddin Ali,
Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 26.

% Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2006), 17.

8 Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di
Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974
sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004), 123.
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terlepas dari peran aktif para aktor yang tinggal di desa Pekoren dan
para aktor yang datang dari luar Pekoren, Rembang.

Para pelaku kawin siri di Desa Pekoren, Rembang dan warga
masyarakat sekitar saling berinteraksi secara pribadi dan masing-
masing memiliki peran sosial. Mereka berhubungan dan berinteraksi
dengan lingkungan sosialnya secara sadar dan atas kehendak dirinya
sendiri. Masing-masing pihak berperilaku secara individual dan saling
merespon tindakan pihak lain. Masyarakat sebagai lembaga sosial
yang dibangun atas dasar pemahaman bersama telah ada sebelum
individu tersebut lahir dan muncul, sehingga terbentuk kelompok
pihak pelaku kawin siri beserta agen-agen yang terlibat. Warga
masyarakat yang secara individu memiliki status berbeda, misalnya
warga masyarakat biasa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pada dasarnya, tindakan manusia yang dilakukan oleh setiap
individu baik antara individu dengan individu, individu dengan
kelompok, maupun antar kelompok tersebut memiliki makna. Max
Weber memandang setiap tindakan manusia bermakna, melibatkan
penafsiran, pemikiran dan dilakukan secara sengaja oleh para pelaku.
Para pelaku memiliki pikiran-pikiran yang aktif dan saling
menafsirkan atau memahami pikiran dan perilaku orang lain. Masing-
masing pihak saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan
kepentingannya dan tuntutan sosial berdasarkan statusnya di
masyarakat. Interaksi menjadi kunci penting tindakan sosial bagi
masing-masing pihak dalam merespon perilaku pihak lain.

Max Weber mengatakan bahwa sosiologi merupakan
pengetahuan dan cabang ilmu yang berfokus untuk menafsirkan dan
memahami suatu tindakan sosial hingga mencapai pada orentasi
penjelasan arah sebab musababnya atau penyebabnya.”® Setiap
tindakan individu yang dilakukan dalam suatu masyarakat dapat
dipandang sebagai tindakan sosial (social action) selama tindakan
tersebut memiliki makna subyektif terhadap dirinya. Tindakan
tersebut secara individu ditujukan kepada pihak-pihak lain

 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, ed.
Talcott Parsons, trans. A.M Henderson and Talcott Parsons (New York: Free Press,
1964), 88.
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dikarenakan setiap pelaku memiliki tujuan tertentu. Max Weber
memahami bahwa social action merupakan tindakan yang memiliki
makna ataupun arti untuk diri pelaku dan tindakan tersebut diarahkan
pada tindakan orang lain.”

Max Weber mengelompokkan tindakan sosial yang memiliki
makna subyektif ke dalam empat tipe, yaitu: rasional instrumental,
rasional nilai, afektif dan tradisional.”> Pertama, tindakan sosial
rasional instrumental adalah suatu tindakan yang memperhitungkan
kesesuaian antara cara dan tujuan dengan memperhatikan efisiensi dan
efektivitas dari beberapa pilihan tindakan. Tindakan rasional
instrumental lebih menekankan akal sebagai alat yang digunakan
untuk mendasari tindakan tersebut kemudian diikuti oleh sejumlah
tujuan yang dicapai. Kedua, tindakan sosial yang berorientasi nilai
adalah suatu tindakan yang selalu didasarkan pada nilai-nilai dasar
yang berlaku di dalam masyarakat. Pelaku tindakan tidak
mempermasalahkan tujuan dan tindakannya, tetapi lebih
mempertimbangkan cara-cara tindakan tersebut. Ketiga, tindakan
rasional afektif adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang atau
sekelompok orang berdasarkan perasaan atau emosi, tanpa
mempertimbangkan rasional. Keempat, tindakan sosial tradisional
adalah tindakan yang didasarkan pada aspek kebiasaan masyarakat,
tanpa melalui perhitungan akal.

Lebih jauh Talcott Parsons menjelaskan tindakan yang
mencakup tiga hal; pertama, setiap tindakan memiliki dan terarah
pada suatu tujuan; kedua, suatu tindakan berada pada kondisi, yakni
beberapa unsurnya sudah jelas dan pasti, sementara beberapa unsur
lainnya digunakan oleh aktor sebagai sarana menggapai tujuan; ketiga,

™ P.J Rey and George Ritzer, “Conceptualizing Globalization in Terms of
Flows,” in Theorizing the Dynamics of Social Processes (Current Perspectives in
Social Theory, ed. H.F Dahms and L Hazelrigg, vol. 27 (Bingley: Emerald Group
Publishing Limited, 2010), 247-71.

2 Bryan S. Turner, Teori Sosial dari Klasik sampai Postmodern
(Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2012), 115. Elly M. Setiadi dan Usman Kolip,
Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori,
Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana, 2011), 71-73. Abdul Rasyid Masri,
Mengenal Sosiologi: Suatu Pengantar (Makasar: Alauddin Universitas Press, 2011),
166.
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tindakan tersebut secara normatif diatur terkait penentuan sarana dan
tujuannya. Parsons membuat skema tindakan sosial yang dicirikan
sebagai berikut; individu sebagai aktor, aktor berusaha mencapai
tujuan tertentu, aktor memiliki beragam teknik dan alat, tindakan aktor
dibatasi oleh kondisi dan situasi, dan aktor dalam memilih dan
menentukan dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku di
masyarakat.”

Setiap individu yang bertindak memiliki tujuan tertentu
dinamakan aktor. Tujuan merupakan satu-satunya harapan nyata
sesuai dengan framework/kerangka acuan dan si aktor menggapai dan
mewujudkan tujuan itu. Aktor memerlukan alat/sarana yang dipilih
secara acak sesuai dengan situasi dan kondisi tindakan. Dalam
pandangan Parsons, alat tersebut berupa semua unsur sarana dan
aspek-aspek benda yang bisa dikendalikan oleh aktor dalam bertindak.
Aktor sebagai subyek bukan satu-satunya pelaku, sebab ada norma,
nilai, ide-ide dan kondisi yang tidak menentu yang mampu
memengaruhi aktor, dan juga seperangkat alat dan tujuan.’

Parsons menjadikan tindakan sosial sebagai basis teori
voluntaristik yang digunakan untuk melihat fakta sosial terkecil dan
mendasar, sementara tujuan, alat/sarana, kondisi, norma menjadi
unsur dasar satuan tindakan.” Parsons mendefinisikan teori
voluntaristik sebagai kemampuan individu dalam memutuskan cara
dan sarana dari berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai
tujuan.”® Manusia dipahami ketika menentukan keputusan antara
tujuan yang berbeda dan alat yang dipilih untuk digunakan mencapai
tujuan. Unit tindakan terbentuk oleh aktor, alat-alat, tujuan-tujuan dan

™ Talcott Parsons, The Structure of Social Action (London: Collier
Macmillan Publishers, 1937), 43-44. Lihat juga George Ritzer dan Douglas J.
Goodman, Teori Sosiologi Modern, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2004),
78.

™ Rachmad K. Dwi Susilo, 20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para
Peletak Sosiologi Modern (Y ogayakarta: AR-Ruzz Media, 2008), 114-15.

s Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert
M.Z. Lawang, vol. 2 (Jakarta: PT Gramedia, 1986), 106.

® Parsons, The Structure of Social Action, 43—44. Lihat juga lan Craib,
Teori-Teori Sosial Modern dari Parsons sampai Habermas (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1994), 60-61 .
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suatu lingkungan yang terdiri dari objek-objek fisik dan sosial, norma-
norma dan nilai-nilai.

Praktik kawin siri yang terjadi di Desa Pekoren tidak hanya
melibatkan calon mempelai perempuan dan laki-laki yang akan
melangsungkan perkawinan, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain,
yakni pihak perantara, pihak yang menjadi wali dan saksi dalam kawin
siri. Pada mulanya, seorang perantara/pengarep kawin siri berperan
aktif mencarikan perempuan yang akan dinikahi secara siri. Pengarep
menunjukkan beberapa foto perempuan kepada laki-laki yang hendak
kawin siri. Selanjutnya laki-laki tersebut memilih perempuan mana
yang akan dikawin siri. Kemudian pengarep mempertemukan kedua
calon pelaku kawin siri untuk melakukan tawar-menawar terkait
jumlah maskawin yang akan dibayar. Usaha pengarep semacam ini
dan pertemuan kedua calon mempelai kawin siri bisa dipandang
sebagai alat atau sarana yang dipilih oleh aktor untuk melakukan
tindakan kawin siri. Sementara masing-masing aktor memiliki tujuan
yang berbeda.”

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi sosial
untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Manusia secara individu
bergaul dengan individu lain untuk mengoptimalkan potensi-potensi
pribadinya. Perilaku seseorang dalam interaksi di masyarakat
merupakan cerminan dari potensi dirinya saat bersosialisasi dengan
pribadi lain. Pembentukan perilaku sosial seseorang dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal yang mana situasi sosial memiliki
peranan penting. Situasi sosial merupakan keterhubungan antara
manusia dengan yang lainnya.®

Perilaku sosial merupakan kondisi yang mana setiap manusia
tergantung pihak lainnya sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi.
Ikatan saling ketergantungan dalam kehidupan masyarakat selalu ada.

" Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda didasarkan pada fakta
bahwa suatu tipe perilaku sosial yang paling baik disesuaikan dengan kepentingan
para pihak yang terlibat sebagaimana kepentingan itu dipersepsikan oleh para aktor.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 42—
43.

8 W.A. Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2010), 77.
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Manusia dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk saling
mendukung, bekerja sama, bersikap toleran dan menghargai hak-hak
orang lain. Perilaku seseorang akan tampak ketika merespon pihak
lainnya yang dinyatakan dalam hubungan timbal balik. Perilaku
seseorang dapat dikatakan sebagai reaksi seseorang terhadap
lainnya.” Dalam perspektif teori aksi-reaksi, stimulus-respon, setiap
tindakan sosial melahirkan perilaku sosial. Perilaku sosial
terefleksikan dalam perasaan, tindakan, sikap keyakinan atau rasa
hormat terhadap pihak lain. Setiap orang memiliki cara yang berbeda
dalam merespon dan melakukan interaksi dengan pihak lain.®
Terdapat empat faktor yang membentuk perilaku sosial
menurut Baron and Byne; pertama, perilaku dan karakter orang,
misalnya sejumlah orang memiliki sifat yang santun sehingga dalam
bergaul dalam masyarakat ia berperilaku santun. Kedua, proses
kognitif. Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan
pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang sangat
berpengaruh terhadap perilaku sosial di masyarakat. Ketiga,
lingkungan alam dapat memengaruhi perilaku sosial seseorang.
Keempat, latar budaya merupakan arena perilaku dan pemikiran
manusia berlangsung.® Pelaku kawin siri dan warga masyarakat
sekitar masing-masing dapat dikatakan sebagai aktor sosial karena
mereka bertindak dan masing-masing berperilaku sesuai dengan status
sosialnya. Pihak-pihak tersebut melakukan penafsiran yang dalam
teori perilaku sosial disebut proses kognitif atas dasar kesadarannya
sebagai anggota masyarakat.®? Para pihak ini bertindak di ruang sosial

 Robert A. Baron and Donn Erwin Byrne, Social Psychology:
Understanding Human Interaction, 6th ed (Boston: Allyn and Bacon, 1991).

8 Misalnya dalam melakukan kerja sama, ada orang yang melakukannya
dengan tekun, sabar dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadinya. Sementara di pihak lain, ada orang yang bermalas-malasan,
tidak sabar dan hanya ingin mencari keuntungan pribadi.

81 Baron and Byrne, Social Psychology.

8 Mead memandang tindakan sebagai unit primitif. Dalam menganalisis
tindakan, pendekatan Mead hampir sama dengan pendekatan behavioris dan
memusatkan perhatian pada rangsangan (stimulus) dan tanggapan (respon). Menurut
Mead, stimulus merupakan kesempatan dan peluang bertindak yang bersifat
voluntary. Pendekatan Mead untuk menganalisis tindakan sosial terfokus pada
stimulus-respon, sehingga ia dimasukkan ke dalam aliran behaviorisme. Lihat



30

dengan modal dan sumber daya masing-masing, dan saling
berinteraksi dan bereaksi.

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dimana
peneliti menjadi instrumen kunci dalam mengumpulkan dan
menafsirkan data. Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa ciri
penelitian kualitatif bersifat alami, data bersifat deskriptif,
menganalisis data secara induktif dan pentingnya bagi seorang
peneliti melakukan pemaknaan data.®
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal.
Pendekatan sosio-legal merupakan kajian dengan menjadikan
hukum sebagai obyeknya dan dalam bentuk operasionalnya
menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial.
Pendekatan ilmu hukum digunakan untuk mengetahui aturan
hukum yang berlaku di suatu masyarakat dan kasus hukum yang
terjadi di masyarakat. Aturan hukum perkawinan yang berlaku di
negara ini tidak mengakomodasi praktik kawin siri sehingga kawin
siri bisa dipandang sebagai kasus hukum. Pendekatan ilmu hukum
semata tidak mampu memahami bagaimana hukum bekerja dalam
kenyataan sehari-hari dan bagaimana hubungan hukum dengan
konteks kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan ilmu-ilmu
sosial untuk melihat fenomena hukum yang tidak bisa dilepaskan
dari konsteks sosial, politik, ekonomi dan budaya dimana hukum
itu berada.

Peneliti memandang pendekatan sosio-legal dapat digunakan
untuk melihat praktik kawin siri sebagai kasus hukum karena
kawin siri tidak sejalan dengan perundang-undangan yang
mewajibkan pencatatan perkawinan. Fakta sosial menunjukkan

George Ritzer, Modern Sociological Theory, 4th ed. (New York: McGraw-Hill,
1996), 194.

8 Robert Bogdan and Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for
Education: An Introduction to Theory and Methods (London: Allyn and Bacon,
1982), 28.
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bahwa praktik kawin siri tetap berjalan di masyarakat Pekoren.
Para pelaku kawin siri memandang tindakannya telah sesuai
dengan ketentuan hukum agama. Sementara masyarakat sebagai
pihak yang berinteraksi dengan para pelaku kawin siri terkesan
diam dan membiarkan praktik kawin siri tetap berlangsung. Seolah
praktik kawin siri tidak bertentangan dengan norma agama dan
norma sosial yang berlaku di masyarakat. Begitu pula negara
sebagai pihak penegak hukum tidak mengambil tindakan tegas
terhadap para pihak yang terlibat dalam praktik kawin siri yang
tidak sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini,
peneliti berharap dapat menemukan hubungan kasus hukum kawin
siri dengan faktor sosial dan budaya masyarakat Pekoren.

Selain itu, peneliti juga akan menggunakan etnografi dengan
berusaha mengkaji kehidupan manusia dalam sebuah budaya apa
adanya secara alami. Etnografi menjelaskan budaya manusia baik
bentuk material seperti bangunan, pakaian, sarana prasana di lokasi
penelitian maupun non material seperti pengalaman, kepercayaan,
norma, dan sistem nilai pada suatu komunitas tententu. Pendekatan
etnografi di lapangan menggunakan data kualitatif yang bertujuan
untuk mendapatkan pandangan suatu kebudayaan dari masyarakat
asli yang tinggal di lokasi penelitian. Peneliti berusaha
mendeskripsikan kondisi sosial kultural masyarakat terkait dengan
praktik kawin siri. Untuk meneliti budaya sebuah masyarakat tidak
bisa dilepaskan dari sejarah, dalam konteks penelitian ini adalah
sejarah praktik kawin siri. Praktik perkawinan telah lama
berlangsung di masyarakat dengan menggunakan hukum adat dan
hukum agama. Hukum adat berkaitan dengan tradisi
penyelenggaraan prosesi perkawinan yang berlangsung di
masyarakat, seperti acara walimah nikah, sebelum dan setelahnya.
Sedangkan hukum agama berkaitan syarat dan rukun perkawinan,
prosesi pelaksanaan akad nikah yang dihadiri oleh tokoh agama.
Pendekatan etnografi ini digunakan oleh peneliti untuk
menjelaskan budaya keberagamaan masyarakat dan praktik
perkawinan di lokasi penelitian.
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3. Lokasi Penelitian

Penelitian kawin siri dilakukan di Desa Pekoren Kecamatan
Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Alasan pemilihan
lokasi ini: pertama, Desa Pekoren merupakan bagian dari wilayah
Kecamatan Rembang yang terkenal dengan praktik kawin siri.
Kedua, masyarakat Pekoren memandang kawin siri sebagai aib dan
tidak sejalan dengan norma sosial masyarakat Pekoren. Ketiga,
adanya larangan dari pemerintah desa terhadap praktik kawin siri
di masyarakat Pekoren. Meskipun demikian, praktik kawin siri di
masyarakat Pekoren masih berlangsung hingga saat ini.
4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi
dua. Pertama, sumber data utama diperoleh dari para informan di
Desa Pekoren, yakni mereka yang menjadi tokoh agama, kiai atau
ustaz, modin Desa Pekoren, warga masyarakat dan perangkat desa
seperti Kepala Desa Pekoren, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
(Kaur Kesra), Kepala Urusan Pemerintahan dan untuk melengkapi
informasi dari kepala KUA dan stafnya. Kedua, sumber data
penunjang diperoleh dari data masyarakat di kantor Desa Pekoren,
data statistik Kecamatan Rembang tentang masyarakat Pekoren,
data perkawinan di KUA Rembang. Peneliti juga telah
mengumpulkan artikel ilmiah tentang kawin siri di masyarakat
Rembang, laporan hasil penelitian dan berita-berita yang
diterbitkan oleh media masa.
5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian proses penelitian
untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian.
Peneliti telah mengumpulkan data penelitian dari informan melalui
wawancara. Peneliti mewawancarai Kepala Desa Pekoren dan
mantan Kepala Desa Pekoren tentang pandangannya terkait kawin
siri. Bagaimana peran pemerintah desa untuk merespon praktik
kawin siri dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah
desa. Peneliti juga mewawancai Kaur Kesra Desa Pekoren, Bapak
Miftahul Ulum, dan modin Desa Pekoren terkait kehidupan
keagamaan masyarakat Pekoren dan pandangannya terhadap kawin
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siri. Wawancara juga dilakukan dengan Kaur Pemerintahan Desa
Pekoren, Bapak Syaikhu tentang kondisi dan perkembangan sosial,
ekonomi dan pendidikan masyarakat Pekoren, peran tokoh agama
dan tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat Pekoren.
Kemudian wawancara dengan modin Desa Pekoren, Bapak
Haji Hamim, sebagai pihak yang selalu dimintai bantuan
masyarakat untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan di
tingkat desa hingga di KUA Kecamatan Rembang. Pak Hamim
telah menjadi modin selama 20 tahun dan sekaligus menjadi tokoh
agama di masyarakat Pekoren. Dia adalah penduduk asli Pekoren
dan memiliki informasi tentang praktik perkawinan di masyarakat
dan beberapa problem masyarakat terkait perkawinan. Wawancara
tentang praktik kawin siri dengan tokoh agama, Ustaz Anshory,
Ustaz Rosyid, Kiai Abdullah, Kiai Saifullah, Gus Fuad, dan Ustaz
Mukhlis. Ustaz Anshori menjadi tokoh agama di Dusun Kriyan
Desa Pekoren dan juga Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Ustaz
Abdullah menjadi tokoh agama di Dusun Pekoren dan Ustaz
Rosyid menjadi tokoh agama di Dusun Ketapan. Wawancara
dengan mereka dilakukan untuk menggali informasi tentang
pandangan hukum agama terhadap kawin siri dan pandangan
mereka terhadap praktik kawin siri, keterlibatan para tokoh agama
dalam proses akad perkawinan, dan sejauhmana keterlibatan
mereka dalam kegiatan keagamaan di masyarakat Pekoren.
Wawancara dengan warga masyarakat Pekoren tentang
praktik kawin siri dan pencatatan perkawinan dilakukan dengan
Pak Jaiz, Pak Efendi, Pak Bulajak, Pak Jalal, Pak Satimin, Bu
Sarimah, dan Neng Yusro. Mereka adalah penduduk asli Pekoren.
Peneliti berasumsi mereka mengetahui perjalanan dinamika praktik
perkawinan di masyarakat Pekoren. Tema wawancara seputar
pandangan mereka tentang praktik kawin siri di Desa Pekoren,
pelaksanaan perkawinan dan norma sosial masyarakat Pekoren.
Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan teknik
wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan secara tidak
formal dan peneliti tidak terpaku pada Kisi-kisi pertanyaan
sehingga diharapkan proses wawancara antara peneliti dan
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informan berjalan secara alami. Informan merasa bebas dan leluasa
menyampaikan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh
peneliti. Peneliti kembali mewawancarai informan jika data
penelitian yang diperoleh terkait objek dan fokus penelitian dirasa
belum cukup.

Di samping telah mengumpulkan data melalui wawancara,
peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi. Peneliti
menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data dan
informasi terkait dengan objek penelitian. Data dokumentasi
penelitian tersebut dapat berupa berita, buku-buku, laporan
penelitian, artikel ilmiah, poster, selebaran atau berbagai dokumen
lainnya yang terkait dengan penelitian.

Peneliti mencari dokumentasi tentang kawin siri di wilayah
Rembang yang dimuat di media massa dan beberapa video tentang
kawin siri yang diunggah di beberapa kanal youtube. Untuk
gambaran tentang lokasi penelitian, data penduduk, ekonomi dan
pendidikan, serta profil Desa Pekoren, peneliti mencari data
dokumentasi tersebut dari kantor desa lokasi penelitian. Penulis
menggunakan dokumentasi lain berupa laporan penelitian yang
membahas tentang kawin siri terutama di Rembang dan artikel-
artikel ilmiah yang diterbitkan di beberapa jurnal, serta buku-buku
yang membahas kawin siri. Peneliti menggunakan data penelitian
dari dokumentasi untuk melengkapi data yang didapatkan melalui
wawancara.

Terakhir peneliti menggunakan teknik observasi untuk
pengumpulan data dari lapangan. Peneliti hadir secara langsung di
lokasi penelitian dan tinggal di lokasi penelitian selama tiga bulan
(Mei-Juli 2021), satu minggu pada bulan Desember 2021, satu
minggu pada bulan Juni 2022, dan terakhir empat hari bulan
Agustus 2023. Dari sini peneliti dapat mengamati kehidupan sosial
keagamaan masyarakat Pekoren, serta interaksi antar warga
masyarakat. Dengan hadir secara langsung di lapangan, peneliti
bisa mengetahui relasi sosial tokoh agama dengan warga
masyarakat. Respon masyarakat tentang praktik perkawinan dapat
peneliti peroleh ketika peneliti menanyakan tentang kawin siri.
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Masyarakat tampak merespon kawin siri dengan sikap sinis. Dari
sikap masyarakat tersebut, tersirat makna bahwa kawin siri
dipandang sebagai suatu perkawinan yang tidak dikehendaki oleh
masyarakat Pekoren.
6. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan tiga
langkah, vyaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan sebagaimana teorinya Miles dan Huberman. Tiga
langkah analisis data ini dilakukan oleh peneliti tidak secara
terpisah, namun peneliti melakukan dalam siklus yang berjalan
secara interaktif.8* Sesuai dengan langkah analisis data ini, pertama
peneliti melakukan reduksi data setelah mengumpulkan data dari
hasil wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. Proses
reduksi data dilakukan dengan memilih data yang sesuai dengan
pertanyaan penelitian dan memilah data yang tidak relevan dengan
pertanyaan penelitian. Langkah kedua menyajikan data penelitian
yang terpilih dan relevan dengan masalah penelitian. Pertama
tentang informasi praktik kawin siri yang terjadi di masyarakat
Pekoren. Kedua, respon masyarakat Pekoren terhadap praktik
kawin siri dan pergeseran bentuk praktik kawin siri yang terjadi di
masyarakat Pekoren. Setelah melakukan reduksi dan penyajian
data, langkah ketiga menarik kesimpulan sesuai dengan pernyataan
yang diajukan dalam penelitian.
7. Verifikasi Data

Data-data penelitian yang telah diperoleh melalui
wawancara, dokumentasi dan observasi dimungkinkan masih
ditemukan kelemahan, kurang valid dan kurang obyektif. Peneliti
menggunakan teknik triangulasi data untuk melakukan verifikasi
data sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan obyektif.

8 Siklus interaktif dalam analisis data menurut Miles dan Huberman
berlangsung secara terus menerus hingga datanya jenuh. Kejenuhan data berarti
bahwa peneliti tidak menemukan data yang baru lagi. Aktivitas dalam analisis
meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan
kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Lihat A. Michael Miles
and Mathew B. Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi (Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia (Ul -Press), 1992).
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Triangulasi data digunakan dengan mengecek ulang sumber data
dan metode pengumpulan data. Peneliti membandingkan data yang
diperoleh dari sumber data utama dengan sumber data penunjang.
Peneliti membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara
dengan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi.

. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan membahas otoritas hukum perkawinan
dan dinamika praktik kawin siri di masyarakat Perkoren, Rembang,
Pasuruan. Agar penyajian laporan penelitian tersusun secara
sistematis, penulis membagi menjadi beberapa bab. Bab satu berisi
pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka
teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas perkawinan dalam hukum negara dan
hukum agama yang terbagi ke dalam beberapa sub pembahasan;
kawin siri dalam hukum agama dan negara, pencatatan perkawinan,
ishat nikah sebagai solusi kawin siri, dan dasar pertimbangan usia
perkawinan. Bab tiga menyajikan konteks lokal masyarakat
Pekoren yang berisi sejarah Desa Pekoren, pendidikan dan
ekonomi masyarakat Desa Pekoren, kehidupan sosial keagamaan
masyarakat Pekoren, sekilas perkawinan di masyarakat Pekoren,
dan faktor penyebab kawin siri di Desa Pekoren.

Bab empat menjelaskan praktik kawin siri di masyarakat
Pekoren yang terdiri dari sejarah kawin siri di masyarakat Pekoren,
Rembang, bentuk kawin siri di masyarakat Pekoren: perkawinan
usia muda, perkawinan lanjut usia non produktif dan perkawinan
siri dari luar, otoritas hukum perkawinan dan keabsahan kawin siri
di Pekoren. Bab lima memaparkan pergeseran peran aktor dan
motivasi aktor kawin siri di Pekoren yang terdiri dari dua sub bab:
pertama tentang peran aktor dan motif aktor dalam praktik kawin
siri di Pekoren yang meliputi kedua mempelai, ‘aqgid, wali, saksi,
pengarep/makelar dan kedua jaringan aktor dan orientasi
perkawinan transaksional.
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Bab enam menjelaskan tentang perubahan sikap hukum
masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Pada bab ini penulis
membahas tiga sub bab, yaitu: larangan nikah siri di Desa Pekoren
meliputi latar belakang larangan kawin siri, usaha pemerintah desa
dalam mencegah praktik siri, dan respon pemerintah desa terhadap
kawin siri. Kedua, kesadaran hukum masyarakat Pekoren yang
terdiri dari pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum
masyarakat Pekoren. Terakhir tentang melemahnya otoritas kiai
dalam pelaksanaan perkawinan di Pekoren yang mencakup
kedudukan dan peran kiai di masyarakat, serta pergeseran peran
kiai dalam perkawinan. Bab tujuh berisi penutup yang terdiri dari
kesimpulan dan rekomendasi.
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BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini
dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, praktik kawin siri di Pekoren masih berlangsung
hingga saat ini dalam tiga bentuk, yaitu pertama dilakukan oleh
sepasang mempelai yang kurang usia sehingga tidak bisa dicatatkan di
KUA. Kedua, mempelai janda duda yang telah lanjut usia atau sudah
tidak produktif antara warga Pekoren sendiri. Perkawinan ini hanya
berorentasi mencari teman hidup dan menjadikan sah hubungan
keduanya secara hukum agama, sehingga tidak perlu mencatatkan
perkawinan mereka di KUA. Ketiga, sepasang laki-laki dan
perempuan yang berasal dari luar wilayah Rembang, Pasuruan. Pelaku
kawin siri yang kurang usia dan lanjut usia dilakukan oleh warga
Pekoren sendiri yang diakadkan nikah oleh kiai atau ustaz dari dusun
setempat. Sedangkan pelaku kawin siri yang berasal dari luar wilayah
Rembang mendatangi kiai/ustaz di Pekoren meminta diakadkan nikah
untuk mengabsahkan hubungan keduanya secara hukum agama.

Praktik kawin siri yang terjadi di Pekoren disebabkan oleh tiga
faktor; agama, budaya dan pendidikan. Pemahaman masyarakat
Pekoren tentang perkawinan bersumber dari ajaran agama, yakni
kitab-kitab fikih yang tidak mensyaratkan pencatatan oleh penghulu.
Perkawinan merupakan masalah agama sehingga prosesi akad nikah
cukup dilakukan oleh kiai, ustaz atau tokoh agama. Budaya
masyarakat menyatakan bahwa orang tua yang memiliki anak
perempuan telah dewasa sebaiknya segera dinikahkan dari pada
menjadi perawan tua atau tidak laku. Selain itu, ada pandangan bagi
janda lebih baik menjadi istri siri daripada hidup sendiri. Faktor
pendidikan orang tua yang rendah sehingga tidak mengetahui dampak
perkawinan siri bagi anaknya. Namun, saat ini orang tua di
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Pekoren sudah mulai menyadari dampak negatif perkawinan siri,
sehingga tidak berkenan untuk menikahkan anak gadisnya secara siri.

Otoritas keagamaan masyarakat Pekoren memandang
perkawinan siri hukumnya adalah sah secara agama jika memenuhi
syarat dan rukun perkawinan. Terkait dengan praktik kawin siri tanpa
wali nikah yang dilakukan oleh sepasang calon suami dan istri yang
berasal dari luar wilayah Rembang, kiai/ustaz di Pekoren berbeda
pendapat. Pertama, menyatakan sah dengan berpedoman pada
mazhab Hanafi yang lebih longgar terhadap persyaratan wali nikah
sebagai rukun nikah. Kedua, menyatakan tidak sah karena
mengabaikan persyaratan wali sebagai rukun nikah sebagaimana yang
dianut oleh mazhab Syafi’i.

Kiai bertindak sebagai pemimpin agama yang memberikan
nasihat dan legitimasi moral dalam prosesi pernikahan. Dengan
pengetahuan hukum agama yang mendalam, Kkiai mampu
menyesuaikan praktik kawin siri sesuai dengan berbagai pendapat
mazhab fikih untuk memastikan keabsahan pernikahan secara agama.
Tindakan ini tidak hanya memenuhi ketentuan agama tetapi juga
memperkuat norma-norma sosial yang berlaku. Prosesi pernikahan
dikemas dalam bentuk walimah nikah, mencerminkan perpaduan
antara norma agama dan adat istiadat lokal. Tindakan kiai dalam
mengakadkan kawin siri dilakukan secara sukarela dan rasional,
bertujuan untuk menghindari perbuatan zina dan memastikan sahnya
pernikahan menurut hukum agama. Peran multifungsi kiai sebagai
pemimpin spiritual, mediator sosial, dan penjaga tradisi lokal
memperkuat hubungan sosial dan religius dalam masyarakat Pekoren,
menjadikan kiai sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam
dinamika sosial dan praktik keagamaan di masyarakat.

Kedua, sejumlah aktor yang terlibat dalam praktik kawin siri
adalah kedua mempelai, wali, saksi, dan pengarep atau makelar.
Praktik kawin siri di Pekoren mengalami pergeseran yang signifikan
terkait motif dan peran aktor yang terlibat. Awalnya, kawin siri
dilakukan dengan tujuan membantu pasangan membangun rumah
tangga, tetapi Kkini berubah menjadi aktivitas transaksional yang
berorientasi pada keuntungan material. Peran makelar menjadi lebih



259

dominan, dengan makelar aktif mencarikan calon mempelai
perempuan dan menjalin relasi dengan kiai atau ustaz yang bertindak
sebagai ‘a@gid. Hal ini menunjukkan bahwa makelar berfungsi sebagai
penghubung utama dalam jaringan kawin siri, memfasilitasi proses
dari awal pertemuan hingga pelaksanaan akad nikah.

Relasi antara makelar dan kiai/ustaz merupakan komponen
kunci dalam praktik ini, dengan kiai memberikan justifikasi teologis
yang mendukung pelaksanaan kawin siri. Meskipun masyarakat
Pekoren umumnya religius dan menghargai pandangan hukum Islam
yang diutarakan oleh kiai, mereka tidak sepenuhnya mengafirmasi
kawin siri, terutama ketika mempelai berasal dari luar Pekoren. Pada
akhirnya, praktik kawin siri tetap berlangsung karena adanya jaringan
aktor yang erat dan fungsi otoritas yang dijalankan oleh kiai. Jika
relasi antara makelar dan Kkiai terputus, maka kemungkinan besar
praktik kawin siri akan berkurang atau bahkan berhenti.

Ketiga, perubahan sikap masyarakat Pekoren terhadap
pencatatan perkawinan disebabkan oleh tiga hal, larangan praktik
kawin siri dari pemerintahan desa, meningkatnya kesadaran hukum,
dan melemahnya otoritas kiai. Pertama, untuk mencegah praktik
kawin siri, pemerintah desa Pekoren membuat rancangan draf aturan
larangan nikah siri untuk dijadikan aturan resmi di Desa Pekoren.
Namun, sebagian tokoh agama menolak aturan resmi larangan kawin
siri  karena dipandang bertentangan ketentuan hukum agama.
Meskipun demikian, pemerintah desa berusaha melakukan sosialisasi
larangan kawin siri sehingga warga masyarakat memahami dampak
kawin siri. Seiring dengan berjalannya waktu, larangan praktik kawin
siri menjadi norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Jika ada
warga yang melakukan kawin siri akan mendapatkan sanksi sosial.
Pertama, warga masyarakat sekitar menuntut pelaku kawin siri untuk
meresmikan perkawinannya di KUA. Kedua, warga menuntut pelaku
kawin siri menyelenggarakan walimah nikah.

Kedua, Kesadaran hukum masyarakat Pekoren terhadap
hukum perkawinan mengalami peningkatan yang signifikan dalam
beberapa dekade terakhir. Pengetahuan hukum masyarakat Pekoren,
baik terhadap hukum agama maupun hukum negara, sudah cukup
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memadai. Sikap hukum masyarakat Pekoren juga menunjukkan
kecenderungan yang positif terhadap hukum perkawinan. Mereka
menghargai aturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri serta
pentingnya pencatatan perkawinan. Pengetahuan masyarakat yang
semakin meningkat mengenai akibat negatif dari kawin siri, seperti
kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan hak-hak
lainnya, juga memperkuat sikap positif mereka terhadap pencatatan
perkawinan.

Perilaku hukum masyarakat Pekoren telah mengalami
perubahan yang signifikan. Masyarakat saat ini lebih patuh dalam
mencatatkan perkawinan di KUA, yang menunjukkan kepatuhan
terhadap hukum negara. Praktik kawin siri yang dulu cukup umum
kini telah berkurang dan ditinggalkan. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kesadaran hukum yang signifikan. Faktor-faktor seperti
meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi
masyarakat Pekoren juga berperan penting dalam meningkatkan
kesadaran hukum. Pendidikan yang lebih baik meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan,
sementara peningkatan ekonomi mengurangi motivasi untuk
melakukan kawin siri yang seringkali didasarkan pada masalah
ekonomi.

Ketiga, Melemahnya peran kiai dalam perkawinan di
antaranya disebabkan karena meninggalnya para kiai sepuh. Para
penggantinya, para kiai muda/para gus, belum mampu mewarisi
sepenuhnya karisma dan otoritas para kiai sepuh ini. Mereka kurang
diperhitungkan oleh masyarakat dibandingkan para kiai sepuh dan
masyarakat belum sepenuhnya menerima mereka sebagai pengganti
kiai sepuh. Dahulu, masyarakat sangat menghormati dan fa’zim
kepada para kiai, namun sekarang penghormatan tersebut berkurang
karena banyak masyarakat yang lebih memilih menyekolahkan anak-
anak mereka di lembaga pendidikan umum daripada di pesantren. Hal
ini menyebabkan interaksi dan ketergantungan masyarakat terhadap
kiai menurun, sehingga masyarakat merasa kurang yakin untuk
melibatkan mereka dalam acara penting seperti pernikahan. Selain
budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat mengalami perubahan yang
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signifikan, ada pergeseran dalam cara pandang masyarakat terhadap
otoritas agama. Pengaruh budaya modern yang lebih individualistis
membuat masyarakat kurang mengandalkan tokoh agama dalam
urusan pribadi seperti pernikahan.

Melemahnya otoritas kiai dalam perkawinan menandakan
menguatnya hukum negara dan melemahnya hukum agama dalam
praktik perkawinan. Masyarakat Pekoren saat ini tidak mau hanya
diakadkan nikah oleh kiai atau ustaz tanpa disaksikan oleh penghulu
KUA. Keterlibatan kiai dalam perkawinan hanya sebatas menjadi
saksi akad nikah, tidak lagi memimpin prosesi akad nikah. Peran kiai
sebagai ‘agid telah tergeser ke penghulu KUA. Masyarakat telah
menyadari pentingnya mencatatkan perkawinan melalui penghulu
KUA. Masyarakat Pekoren memilih nikah resmi dan meminta
penghulu yang menjadi ‘agid nikah dengan pertimbangan keabsahan
perkawinan menurut hukum negara.

B. Implikasi Teoretis

Praktik kawin siri di masyarakat Pekoren, Rembang
mengalami sejumlah perkembangan yang mencerminkan perubahan
sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat. Dari masa sebelum
lahirnya UU Perkawinan hingga saat ini, terdapat evolusi pola
perkawinan siri yang dipengaruhi oleh faktor agama, budaya, dan
pendidikan. Implikasi teoretis dari praktik ini dapat diuraikan sebagai
berikut:

1. Perubahan Norma Sosial: Larangan dan penolakan terhadap
praktik kawin siri dari Desa Pekoren menunjukkan perubahan
norma sosial di masyarakat. Proses sosialisasi dan norma baru
yang menekankan  pentingnya = pencatatan  perkawinan
menggambarkan evolusi pemikiran dan kesadaran hukum
masyarakat terhadap institusi perkawinan.

2. Peran Otoritas Keagamaan: Melemahnya otoritas kiai dalam
praktik kawin siri menyoroti pergeseran dalam pengambilan
keputusan perkawinan. Masyarakat mulai mengarahkan
preferensi mereka kepada proses resmi yang melibatkan penghulu
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KUA, menunjukkan peran penting lembaga negara dalam
mengatur perkawinan.

3. Peran Makelar dan Transaksi: Peran makelar dalam praktik kawin
siri_ menunjukkan adanya dimensi ekonomis-pragmatis yang
semakin dominan dalam proses perkawinan. Perubahan dari
motivasi ukhrawi ke orientasi duniawi, dalam praktik ini
menggambarkan transformasi nilai-nilai dalam masyarakat.

4. Sikap terhadap Hukum: Peningkatan kesadaran hukum dan
perubahan sikap terhadap pencatatan perkawinan mencerminkan
evolusi pemahaman masyarakat terhadap proses hukum dan
pentingnya legalitas dalam perkawinan. Hal ini juga
mengindikasikan adaptasi terhadap perubahan regulasi dan
norma yang berlaku.

Praktik kawin siri di Pekoren, Rembang membuka ruang untuk
penelitian yang mendalam dalam berbagai bidang studi, termasuk
sosiologi, antropologi, dan hukum. Implikasi teoretis dari praktik ini
dapat memberikan wawasan terkait evolusi nilai, norma, dan
keputusan sosial dalam masyarakat, serta menggambarkan peran
otoritas keagamaan dan struktur hukum dalam mengatur institusi
perkawinan.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-
faktor yang memengaruhi praktik kawin siri, penelitian lanjutan dapat
membantu mengidentifikasi pola-pola perubahan sosial, dinamika
keputusan perkawinan, dan adaptasi terhadap regulasi hukum.
Implikasi teoretis ini juga dapat memberikan landasan untuk
pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola praktik
perkawinan di masyarakat yang mengalami transformasi nilai dan
norma.

Dengan demikian, praktik kawin siri di Pekoren dan Rembang
tidak hanya merupakan fenomena lokal yang perlu dipahami dalam
konteksnya, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih luas
dalam evolusi sosial, budaya, dan hukum yang dapat memberikan
wawasan penting bagi studi dan kebijakan di berbagai tingkatan.
Peneliti secara singkat dapat mengatakan bahwa pentingnya
memahami praktik kawin siri dalam konteks Pekoren dan Rembang
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serta dampaknya terhadap perubahan sosial, norma, dan keputusan
perkawinan dalam masyarakat.

C. Saran

1.

Bagi umat Islam di Indonesia perlu memahami hukum perkawinan
yang telah diberlakukan bagi warga negara. Umat Islam sebaiknya
mencatatkan perkawinannya agar mendapatkan pengakuan dari
negara sehingga hak-hak yang muncul akibat perkawinan
mendapatkan perlindungan dari negara.

. Pemerintah Desa Pekoren perlu mewacanakan kembali larangan

kawin siri untuk dijadikan aturan resmi yang memiliki kekuatan
hukum. Untuk itu, pemerintah desa perlu mempersiapkan dan
menyusun draf aturan larangan kawin siri yang melibatkan
berbagai unsur dari masyarakat. Aturan tersebut diharapkan dapat
memberi sanksi bagi para aktor yang terlibat dalam kawin siri.

. Para kiai dan ustaz di Pekoren sebaiknya tidak mudah menikahkan

para pelaku kawin siri yang berasal dari luar wilayah Pekoren. Para
kiai dan ustaz perlu menanyakan lebih lanjut status pihak calon
mempelai perempuan dan menjelaskan konsekuensi dari kawin siri.
Kiai atau ustaz mengikrarkan janji kepada pihak suami akan
tanggung jawabnya terhadap istri sirinya.

. Para makelar kawin siri sebaiknya tidak sekedar berorientasi pada

materi, tetapi juga ikut menjamin kewajiban dan hak pasangan
suami istri dalam membentuk suatu rumah tangga dengan meminta
kepada pelaku kawin siri untuk mencatatkan perkawinannya di
KUA.

. Penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga peneliti

mengharap kritik dan masukan dari pembaca. Selain itu perlu
dilakukan untuk penelitian lanjutan yang belum terungkap dalam
penelitian ini, misalnya terkait pola relasi antara makelar dan aktor-
aktor lain yang terlibat dalam praktik kawin siri.
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